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I. LATAR BELAKANG 

 

1. Kondisi Umum 

 

 A. Perkembangan Aspek Daerah 

 

Keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik individu, atau bagian dari 

kelompok dalam masyarakat umum. Polri dalam pelaksanaan salah satu fungsi 

pemerintahan dibidang keamanan bertanggung jawab atas keamanan individu dan 

keamanan umum dalam kerangka keamanan dalam negeri, sebagaimana rumusan Tugas 

Pokok Polri dalam Undang- undang RI nomor 2 tahun 2002 sebagai berikut : 

 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b.  Menegakan hukum dan  

c.  Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kondisi umum yang melatar belakangi pelaksanaan tugas pokok Polri di Polres OKU 

setahun kedepan, setidaknya dapat ditinjau dari kondisi keamanan setahun terakhir.   

Beberapa rencana kerja ditahun sebelumnya sudah selesai dilalui dan kinerja  Polres OKU 

telah sesuai dengan harapan Polri maupun masyarakat, Polres OKU dan jajaran 
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mempunyai komitmen untuk mewujudkan  WBK (wilayah bebas korupsi) dan mendapatkan 

predikat ZI (Zona Integritas) dengan terwujudnya WBK (wilayah bebas korupsi) tersebut 

ditahun 2019 dan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Polres OKU mempunyai 

komitmen kembali untuk mewujudkan WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya harapan tersebut dikarenakan komitmen 

Personil Polres OKU dan jajarannya berhasil melakukan pencegahan korupsi reformasi 

birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan public, reformasi kultural anggota Polres OKU 

dan jajarannya cukup signifikan, gesekan antara anggota Polri dengan masyarakat maupun 

instansi lain tidak terjadi, ego sektoral yang sebelumnya masih sering terjadi serta 

penanganan kasus atau konflik yang belum profesional, serta perilaku pelanggaran disiplin 

maupun pidana oknum-oknum anggota Polres maupun Polsek sudah bisa diminimalisir hal 

ini tentunya tercipta dengan bersinerginya personil Polres OKU dengan masyarakat dan 

instansi lain. Meningkatkan kemitraan dengan segenap instansi maupun elemen 

masyarakat serta perubahan kultur/budaya dan profesionalisme anggota Polres sehingga 

dapat terwujud pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan polri dengan 

masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam 

rangka memantapkan keamanan diwilayah hukum polres OKU. Pada umumnya kondisi 

keamanan sampai saat ini cukup kondusif. Perkembangan situasi Kamtibmas dari Aspek 

Ipoleksosbud, keamanan tidak terlepas dari pengaruh global dan regional. Dalam rangka 

mendukung dan mensukseskan program pembangunan daerah Kab. Oku, Situasi 

kamtibmas dihadapkan pada bentuk-bentuk ancaman  dan gangguan, baik berupa 

kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara 

maupun kejahatan yang berimplikasi kontinjensi. 

 

a. Ditinjau dari segi geografis, letak daerah Kab. OKU antara  3º45’ Lintang Selatan, 

sampai 3º55’ Lintang Selatan dan 103º40’ Bujur Timur, 103º 33º memiliki luas wilayah 

4.797.06 KM2 dengan jumlah penduduk mencapai 357.502 jiwa yang terdiri dari 14 

kecamatan dengan batas daerah sebagai berikut :  

1. Sebelah utara :   Dengan Kab.Muara Enim dan  OKI  

2. Sebelah Selatan :  Dengan Kab. Oku Selatan   

3. Sebelah Barat :  Dengan Kab. Muara Enim   

4. Sebelah Timur :  Dengan Kab. Oku Timur. 
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b. Kondisi daerah Kab. OKU yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah terdapat 

hutan, semak belukar, sungai dan rawa-rawa, kondisi demikian akan menimbulkan 

kerawanan-kerawanan antara lain :  

1. Tanah longsor 

2. Tempat pelarían / persembunyian pelaku kejahatan 

3. Laka lantas 

4. Lalu lintas Narkoba 

5. Lalu lintas pencurian kayu 

6. Kebakaran hutan 

 

c. Demografi 

1. Jumlah penduduk Kabupaten OKU yang tercatat dalam tahun 2022 adalah 

363.406 terdiri dari : 

a.  Jenis Kelamin  

(a).  Laki- Laki……………….= 183.114 Jiwa. 

(b).  Perempuan…………….= 174.388 Jiwa. 

b.  Kepadatan penduduk rata rata 62,41 jiwa per KM2 dengan Police Ratio 1 

Police  / 581 jiwa. 

2.  Kewarganegaraan : 

a.  Warga negara indonesia  = 357.502 jiwa 

b.  Warga Negara asing        = -            Jiwa 

3.   Suku bangsa yang berada diwilayah hukum polres OKU terdiri dari beberapa suku 

bangsa antara lain : Jawa, Melayu, Komering, Daya, Melayu Semendo, Bali dan 

beberapa suku lainnya sedangkan yang dominan adalah suku ogan, jawa, 

komering dan daya. 

4.   Penyebaran penduduk tidak merata disebabkan oleh karena medan dan  

perkembangan kota serta adanya proyek transmigrasi. Dari berbagai faktor-faktor 

di atas dimungkinkan akan menimbulkan berbagai masalah diantaranya : 

a. Adanya ketidak seimbangan perkembangan kesempatan  kerja hal ini 

dapat menimbulkan kerawanan masalah pengangguran dan kriminalitas. 

b. Tingkat pendapatan penduduk yang tidak merata dan semakin 

meningkatnya tingkat pendapatan penduduk pada daerah transmigrasi 

akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk asli 

dengan penduduk daerah transmigrasi. 
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c. Komposisi penduduk yang bersifat semakin heterogen dapat menimbulkan 

perbedaan suku dan pengelompokan suku yang dapat berakibat timbulnya 

gangguan kamtibmas dalam bentuk perkelahian antar suku. 

 

d. Sumber Daya Alam 

 

Sumber daya alam yang dimiliki daerah Kab. OKU, diantaranya adalah : 

a).  Hutan. 

Terdapatnya areal hutan yang luas dengan hasil utama berupa kayu, rotan dan 

damar yang memungkinkan akan menimbulkan kerawanan-kerawanan 

diantaranya  

(1).  Penebangan/pencurian kayu secara liar 

(2).  Kebakaran/pembakaran hutan 

(3).  Bertani dengan sistem ladang berpindah-pindah 

(4).  Banjir 

 

b).  Pertambangan 

Terdapatnya pertambangan minyak dan gas bumi, batubara serta 

pertambangan lain yang termasuk dalam golongan C antara lain : 

1)   Minyak dan gas bumi berada di kec. Peninjauan Kab. OKU. 

2) Batubara terdapat di kec. Pengandonan, semidang aji, Ulu Ogan,   Lubuk   

Batang, Sosoh Buay Rayap dan Lubuk Raja. 

3) Batu kapur sebagai bahan baku semen terdapat diwilayah Kec. Baturaja 

Timur dan Baturaja Barat. 

 Hal ini memungkinkan akan menimbulkan berbagai masalah diantaranya 

(1).  Masalah tanah yang menyangkut ganti rugi 

(2.)  Masalah tenaga kerja (perburuhan) 

(3).  Polusi udara, air dan udara 

(4).  Sabotase 

(5).  Penggunaan handak 

(6).  Unras 

 

c).  Perkebunan dan pertanian 
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Terdapatnya perkebunaan rakyat dan pemerintah serta swasta antara lain karet, 

kelapa sawit dan kopi, disamping pertanian (sawah, palawija dan bauh-buahan) 

dimungkinkan akan menimbulkan masalah-masalah diantaranya adalah : 

(1).  Masalah kepemilikan tanah 

(2).  Penebangan hutan dengan cara ladang berpindah-pindah 

(3).  Masalah tenaga kerja 

(4). Membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan sehingga 

menyebabkan polusi udara yang berdampak negatif terhadap kesehatan, 

transportasi dan lingkungan hutan itu sendiri. Kerawanan yang mungkin 

timbul dalam masalah perikanan air tawar adalah  penankapan ikan tanpa 

melalui prosedur dengan menggunakan tuba dan arus listrik sehingga 

menghilangkkan kelestarian bibit-bibit ikan dan  dan menyebar benih racun 

terhadap masyarakat sekitarnya. 

 

2.  Ideologi. 

Masyarakat masih memegang teguh nilai – nilai Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup 

bangsa Indonesia masih diterima oleh masyarakat  Kabupaten Ogan komering Ulu, Namun paska 

Reformasi mengalami degradasi pemahaman serta penghayatan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin demokrasi. 

 

3.  Politik. 

a).   Tentang demokrasi 

 Secara umum situasi politik di wilayah  Polres Ogan Komering Ulu sangat kondusif karena 

masyarakat  Sumsel dapat berpikir lebih realistis dalam berpolitik, sehingga tidak mudah 

diprovokasi / dihasut oleh kelompok - kelompok tertentu yang ingin mengacaukan situasi. 

 

b). Konflik internal Parpol 

 Dengan banyaknya kepentingan dan ambisi pengurus parpol mengakibatkan terjadinya 

persaingan sehingga muncul konflik didalam tubuh partai itu sendiri. 

 

c).    Perbedaan penafsiran tentang otonomi Daerah 

 Perbedaan penafsiran yang mengakibatkan perselisihan antara pemerintah daerah, baik 

kabupaten / kota maupun pemerintah propinsi dengan pemerintah pusat yang menimbulkan 

friksi kewenangan / sehingga dapat terjadi konflik vertikal maupun horizontal. 
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d)  Predikasi unjuk rasa tahun 2024 antara lain : 

(1) Tuntutan pelaksanaan agenda reformasi yang berkaitan dengan masalah penegakan 

supremasi hukum, pemberantasan KKN dan trasparansi publik; 

(2) ketidakpuasan atas kinerja anggota DPRD / Aparatur Pemerintah 

Daerah/Instansi/Dinas/Aparat Keamanan berupa praktek KKN, Penertiban Lalu lintas, 

Penegakan Hukum oleh (Polri, Jaksa dan Hakim), penyalahgunaan wewenang dan 

jabatan di lingkungan Pemda dan DPRD, penanganan penyakit masyarakat (Judi, 

Prostitusi, Gepeng dan Anjal), anti kekerasan oleh aparat keamanan dalam menangani 

aksi unjuk rasa dan penegakkan hukum dll. 

a) kondisi media massa baik cetak maupun elektronika dan kebebasan pers tumbuh 

dan berkembang, namun belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika 

jurnalistik, sehingga mengarah pada kebebasan tanpa batas dan tidak 

bertanggungjawab terhadap akibat pemberitaan, sehingga berpotensi terjadinya 

fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan, penghinaan dan bentrok antar 

massa 

b) kebijakan Pemerintah yang sering menimbulkan  kontroversi dan dinilai tidak 

mengakomodasi kepentingan rakyat berdampak timbulnya reaksi dan aksi 

penolakan dengan mobilisasi massa serta mengarah ke tindakan anarkis 

c) permasalahan internal Partai Politik pada setiap pelaksanaan pemilihan Ketua  

Pengurus Daerah dan cabang  memberikan pengaruh terhadap situasi keamanan 

akibat adanya tindakan masing-masing pendukung yang berseberangan sering 

melakukan aksi yang melanggar hukum dan ketertiban umum. 

 

4. Aspek Ekonomi. 

 

a).  Kemampuan daya asing  

   

Dengan adanya pasar bebas maka dimungkinkan semakin banyaknya produk-produk asing 

yang membanjiri pasar domestik indonesia yang mengakibatkan persaingan dalam bidang 

perdagangan yang akan menyebabkan tindak pidana dibidang ekonomi dan menyebabkan 

banyak pabrik pailit sehingga banyak buruh yang di PHK. 

 

b).  Sektor riil yang belum berjalan 

 Keadaan perekonomian yang belum membaik, sehingga masih tingginya tingkat 

pengangguran, karena para pelaku usaha belum mampu menampung tenaga kerja.  
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c) Peraturan hukum dibidang tenaga kerja 

 Lemahnya peraturan hukum dibidang tenaga kerja yang belum menjamin  sepenuhnya hak-

hak buruh sehingga menimbulkan kerawanan dibidang perburuhan. 

 

d) Dampak penyelundupan 

Dengan maraknya penyelundupan menyebabkan terganggunya produksi dalam negeri yang 

akan mempengaruhi tingkat perekonomian akibat tejadinya infllasi. 

 

e) Rencana penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah. 

Kebijakan pemerintah dengan penghapusan  BBM subsidi dikarenakan beban keuangan 

negara yang semakin membengkak untuk pos subsidi BBM. 

 

f) Turunnya harga komoditi. 

 Dengan turunnya harga komoditi seperti karet, sawit sehingga berdampak kepada 

melemahnya sendi perekonomian dan nilai transaksi perbankan sehingga menyulitkan 

kalangan masyarakat menengah kebawah. 

 

g) Investasi yang belum melengkapi perizinan. 

 Dengan adanya investasi yang belum melengkapi perizinan tersebut menimbulkan aksi 

protes dan penolakan dari masyarakat. 

 

5.  Sosial Budaya. 

 

Kehidupan sosial budaya masyarakat semakin berkembang sejalan dengan pertambahan 

penduduk, dinamika pembangunan serta pengaruh globalisasi yang ditandai dengan masuknya 

budaya asing yang bersipat negatif mempengaruhi bahkan menghilangkan budaya setempat, 

bebarapa pengaruh yang dimungkinkan terjadi diantaranya : 

 

a).  Ketenaga kerjaan Terjadinya kecemburuan sosial pencari kerja dari penduduk asli terhadap 

tenaga kerja pendatang yang lebih siap bersaing serta pengusaha/ industri yang cenderung 

lebih memilih pekerja pendatang dari pulau jawa yang siap pakai. 

 

b).  SARA. Masyarakat Kab. Oku terdiri beberapa suku yang antara suku dengan lainnya terdapat 

perbedaan bahasa namun dipersatukan dengan bahasa daerah yaitu Bahasa Palembang. 
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c).  Bidang Pendidikan. Biaya study pendidikan tingkat perguruan tinggi baik swasta maupun  

negeri yang cukup tinggi telah menimbulkan keresahan dan unjuk rasa dikalangan 

mahasiswa. 

 

d).  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Penggunaan iptek dalam proses industri yang 

tidak terkendali telah membawa dampak negatif terhadap kelestarian alam dan lingkungan 

hidup serta terhadap masyarakat sehingga menimbulkan gangguan kamtibmas. 

 

6. Keamanan. 

 

1. Pengamanan kedalam 

  

(1). Pengamanan organisasi. Kebijakan pimpinan Polri dalam penataan kembali stuktur 

organisasi dan pembenahan terhadap mekanisme pembangunan kekuatan serta 

pembinaan kekuatan Polri dalam mewujudkan anggota Polri yang propesional, 

diharapkan mampu menjawab tantangan zaman maupun tuntutan masyarakat atas 

tegaknya supremasi hukum diseluruh wilayah Republik Indonesia. 

 

(2). Pengamanan Personil. Pengamanan personil ditujukan terhadap anggota polri / PNS polri 

yang melakukan pelangaran hukum, pelanggaran Kode Etik Kepolisian dan pelanggaran 

disiplin serta tata tertib. 

 

(3). Pengamanan Materil. Pengamanan materil yang mendapatkan perhatian adalah masalah 

penyalahgunaan aset-aset Polri diantaranya penyalahgunaan senjata api dinas, 

pemanfaatan tanah dan bangunan polri tanpa izin dan lain-lain. 

 

(3) Masalah  tanah/sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat 

dengan masyarakat yang memiliki aspek  ekonomis  dan  ikatan  adat/budaya (Hak 

Ulayat) sebagai  akibat  hasil  pembangunan  berpotensi kerawanan yang timbul  seperti 

: status/kepemilikan tanah  yang tidak jelas, tanpa surat dan dokumen  yang asli, 

penyerobotan  tanah bersertifikat, pemalangan serta unjuk rasa yang mengarah ke 

tindakan anarkis. 
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2.   Pengamanan Keluar 

 

 (1).  Police Hazard. 

Keadaan pristiwa, situasi dan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara 

cepat merupakan peluang atau sumber terjadinya gangguan kamtibmas yang 

memerlukan kehadiran polisi. Daerah rawan bencana alam (banjir/tanah Longsor) 

  

(a).  Kecamatan Ulu ogan. 

(b).  Kecamatan Pengandonan 

(c).  Kecamatan Semidang aji 

(d).  Kecamatan Baturaja Barat 

(e).  Kecamatan Baturaja Timur 

(f).   Kecamatan Lubuk Batang 

(g).  Kecamatan Peninjauan 

(h).  Kecamatan Lengkiti 

 

Daerah Rawan Kecelakaan Lalu lintas 

 

(a). Kecamatan Pengandoanan 

(b). Kecamatan Semidang Ajji 

(c). Kecamatan Baturaja Barat 

(d). Kecamatan Baturaja Timur 

(e). Kecamatan Lubuk Batang 

(f).  Kecamatan Lubuk Raja 

(g). Kecamatan Sosoh Buay rayap 

 

Lingkungan penginapan / hotel dan wisma dimungkinkan terjadinya kasus 

penganiayaan, pemerasan, penyalahgunaan narkotika, gangguan terhadap 

ketertiban umum, peredaran uang palsu, perjudian, penyalahgunaan senpi dan 

kejahatan lainnya. Lingkungan pemukimanan dalam bentuk perumnas, RS/RSS 

memungkinkan terjadinya kasus pencurian, perampokan dan penipuan. 

 

Eksploitasi sumber bahan tambang seperti batu gamping (bahan dasar semen), 

minyak bumi dan lain sebagainya perlu kehadiran petugas polri secara pisik guna 
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mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti unjuk rasa, 

penyalahgunaan handak dan lain-lain. 

Police Hazard ditinjau dari keadaan dan peristiwa yang terjadi meliputi kegiatan 

dalam rangka menyongsong hari besar nasional / hari libur, kegiatan dalam mengisi 

liburan anak sekolah, pada saat tahun ajaran baru dan kegiatan dalam rangka 

peringatan hari besar agama. 

 

 (2).  Faktor korelatif kriminogen 

 

Infranstruktur. Makin bertambahnya jumlah kendaraan, namun tidak diimbangi 

dengan penyesuaian infrastruktur secara memadai antara lain jalan rusak, jembatan 

putus dan lain-lain. Urbaniisasi Perluasan dan pembangunan wilayah kota dan 

kabupaten mendorong tumbuhnya urbanisasi karena lahan dan sumber daya 

ekonomi yang ada dipedesaan tidak lagi mampu menampung tenaga kerja yang ada. 

 

(3).   Ancaman Faktual. 

 

Jumlah tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana yang terjadi pada  tahun 2019 - 

2023 adalah sebagai berikut : 

 

NO TAHUN JTP PTP KET 

1 

2 

3 

4 

5 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

332 

290 

239 

282 

458 

262 

244 

189 

231 

132 

77,28% 

84,13% 

79,07% 

81,91% 

28,82% 

 

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa trend perkembangan kriminalitas di 

jajaran polres OKU dari tahun ketahun secara kuantitas cenderung fluktuatif, 

begitupun untuk penyelesaian kasus terlihat mengalami penurunan. 

 

 (1). Kejahatan konvensional 
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NO JENIS 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

CURAT 

 

ANIRAT 

 

CURAS 

 

CURANMOR 

 

BUNUH 

65 

 

50 

 

19 

 

2 

 

4 

88 

 

20 

 

15 

 

4 

 

2 

87 

 

5 

 

10 

 

2 

 

4 

  

  

 

(2). Kejahatan Transnasional 

 

NO JENIS 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

 NARKOBA 92 85 96 74 68 

 

 

 (3). Kejahatan terhadap kekayaan Negara 

    

NO JENIS 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 

 

2 

Ilegal Logging 

 

korupsi 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 (4). Kejahatan yang berimplikaksi Kontijensi. NIHIL. 

   

 Data kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi kurun waktu tahun 2019- 2023 di 

wilayah hukum polres OKU adalah sebagai berikut : 
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NO TAHUN JUMLAH SELESAI KET 

1 

2 

3 

4 

5 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

49 

45 

42 

42 

57 

44 

45 

12 

40 

35 

89,79 % 

100 % 

28,57 % 

95,23% 

61,40% 

 

 

(5). Data pelanggaran lalu lintas yang terjadi tahun 2019-2023 diwilayah hukum 

polres OKU adalah sebagai berikut : 

 

NO TAHUN JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

5 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

7.000 

4.537 

4.796 

4.562 

8.514 

 

 

B. Analisa Swot 

 

 Analisa terhadap Polres OKU dan lingkungan Kabupaten OKU baik internal maupun eksternal 

merupakan bahan atau data untuk memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan 

(weakness), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala (threts) dalam mencapai tujuan 

organisasi.  

 

1).  Kekuatan (Strength) 

a. Jumlah Personel Polres OKU mencapai 621 orang dengan ratio 1 : 575 (asumsi 

jumlah penduduk 357.502 jiwa). 

b. Letak kantor satuan kerja Polres Oku terbagi 2 tempat yaitu Polres OKU sendiri  dan 

kantor Satlantas Polres Oku. 

c. Polres Ogan Komering Ulu memiliki kekuatan 7 (tujuh) Polsek Rural, 4 (empat) 

Polsek Pra Rural dan didukung sarana dan prasarana yang relatif terbatas namun  

dari tahun ke tahun secara bertahap dilakukan penambahan-penambahan sarana 

dan prasarana yang masih kurang lengkap dan diharapkan pada tahun 2021 terdapat 
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peningkatan status polsek yang masih type prarural menjadi polsek type Rural dan 

Polsek type Rural menjadi type Urban. 

d. Polri mengambil langkah-langkah reformasi menuju lembaga kepolisian sipil, 

Profesional modern dan terpercaya dengan pembenahan berkelanjutan yang 

mengandalkan Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat 

didukung oleh peran strategis pelaksana pembinaan dan operasional Polres OKU 

sebagai satuan induk penuh. 

e. Reformasi instrumental antara lain pada pembenahan manajemen keuangan dan 

budget dengan penganggaran berbasis kenerja sehingga pelayanan polisi pada 

masyarakat diharapkan makin efektif. 

 

2).  Kelemahan (Weakness) 

 

a).  Terbatasnya anggaran dalam menunjang berbagai kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat sehingga membuka peluang untuk  masalah KKN di tubuh Polres OKU 

dan jajarannya. 

b).  Masih rendahnya kemampuan para anggota Polisi dalam penguasaan tekhnologi 

komunikasi berbasis komputer, tekhnologi perdagangan, bisnis dan lingkungan 

hidup. 

c).  Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja baik berupa alat utama, alat 

khusus, peralatan kantor dan perumahan bagi anggota Polres Ogan Komering Ulu 

beserta jajarannya. 

d).  Minimnya jumlah personil Polres OKU dibanding jumlah penduduk masyarakat OKU 

sehingga kurang optimalnya dalam melaksanakan  pelayanan. 

 

3).  Peluang (Opportunitis). 

 

a).  Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPRD, BPK, Komda HAM, LSM dan media 

massa merupakan kepedulian masyarakat yang memotivasi peningkatan sumber 

daya personil dan kinerja Polres OKU beserta jajarannya. 

b). Perkembangan otonomi dan pemekaran wilayah telah mendorong polres OKU untuk 

mewujudkan pemekaran kesatuan polri baik berupa polsek maupun Pospol baru 

guna lebih mendekatkan pelayanan polri kepada masyarakat. 
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c).  Keinginan Polri dalam menerapkan paradigma Polri yang sipil yang demokratis 

merupakan pegangan bagi Polres OKU untuk mereformasi diri secara berkelanjutan 

serta meningkatkan efektifitas fungsi-fungsi manajemen yang ada. 

d).  Peningkaan tuntutan stándar service pada berbagai publik service di masyarakat 

perkotaan mendorong polri mengfokuskan pada upaya peningkatan service exellence 

dalam penanggulangan kejahatan dan ketidak tertiban. 

e).  Mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam 

pemberantasan korupsi dan narkoba sehingga mendorong Polres OKU beserta 

jajarannya dalam menegakkan wibawa polri  dan sekaligus menjadi momentum untuk 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan penegakan hukum. 

 

4). Ancaman/ Kendala (Threats) 

 

a) Globalisasi tidak lagi mengenal hambatan mobilitas antar negara, telah mendorong 

peningkatan kejahatan transnasional mulai dari pencucian uang, narkoba, 

perdagangan ilegal pada manusia, sumber daya alam dan senjata, terorisme dan 

cyber crimes. 

b)  Konflik kepentingan partai politik dan komponen-komponen dimasyarakat dalam 

pemilihan langsung kepala daerah (pemilukada ) memunculkan kerawanan-

kerawanan yang mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan di daerah 

serta pelanggaran undang-undang dan kriminalitas. 

c)  Penyebaran penduduk yang masih belum merata serta rusaknya  kondisi jalan 

dijalur yang menghubungkan antar wilayah kecamatan memunculkan kerawanan 

kriminalitas terutama di jalur jalan tersebut. 

d)  Budaya masyarakat setempat dalam membawa senjata tajam dan senjata api  

rakitan (Kecepek) merupakan tantangan tersendiri yang turut menunjang terjadinya 

kasus-kasus pidana dengan kekerasan fisik/ senjata tajam. 

e)  Masih tingginya angka pengangguran memunculkan penyakit masyarakat  seperti 

gelandangan dan pengemis, pengamen jalanan, pedagang asongan yang turut 

menciptkan ketidak tertiban dijalanan umum. 

f)  Masuknya pemodal asing dalam dan luar negeri dibidang perkebunan kelapa sawit 

yang belum memberikan perubahan ekonomi bagi masyarakat disekitarnya telah 

menumbuhkan beberapa kasus tindak pidana pencurian dan pengerusakan 

perkebunan tersebut. 
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2. Identifikasi masalah 

 

1) Tuntutan masyarakat Ogan Komering Ulu  akan terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tegaknya hukum serta makin membaiknya perlindungan pengayoman dan 

pelayanan Polri merupakan hal yang sangat wajar sejalan dengan meningkatnya kehidupan 

dan mutu hidup masyarakat yang lebih demokratis serta menghormati Hak Azazi manusia. 

2) Desentralisasi pemerintahan melalui kebijakan otonomi daerah, tuntutan kemandirian wilayah 

yang berdampak kepada pemekaran wilayah, semakin kristisnya masyarakat dalam menuntut 

akuntabilitas dan transparansi pemerintah, berimplikasi pada dinamika kamtibmas di wilayah 

hukum Polres Ogan Komering Ulu terutama dalam pelaksanaan tuntutan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

3) Perubahan paradigma yang digulirkan pimpinan polri melalui berbagai pembenahan baik 

dibidang manajemen internal organisasi maupun operasionalnya, merupakan tantangan bagi 

Polres Ogan Komering Ulu beserta jajarannya untuk sesegera mungkin melakukan reformasi 

melalui redefinisi, resposisi dan restrukturisasi kelembagaan dengan kembali pada tugas 

pokoknya. Hal itu dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat melalui perubahan penampilan menjadi figur polisi sipil yang demokratis dan 

dialogis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban mamsyarakat serta mengutamakan 

tindakan pencegahan terjadinya kejahatan dengan mewujudkan rasa aman  di masyarakat. 

4) Reformasi kultural dalam mengahadapi masa depan yang semakin kompleks dilakukan melalui 

reformasi pola kerja dan prilaku para anggota polisi. Dengan Visi dan misi yang jelas dan tepat 

maka diharapkan Polres Ogan Komering Ulu dapat menyelaraskan potensi serta peluang 

dengan kendala yang dihadapi. 

5) Masih adanya kendala / keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi dalam rangka 

menghadirkan anggota polri semaksimal mungkin di tempat-tempat rawan kriminalitas dan 

kemacetan arus lalu lintas. 

6) Masih terbatasnya kesejahteraaan personil polres OKU dalam hal penyediaan perumahan 

diinas, rumdin yang ada saat ini hanya dapat menampung sekitar 15% anggota polres OKU. 

7) Dalam hal proses pembangunan fasilitas Polres OKU seperti mako Polsek, Rumdin dan lain-

lain, personel Polres OKU yang memiliki sertifikasi masih terbatas sehingga  perlu 

dilaksanakan ujian sertifikasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional bagi personil 

Polres OKU. 

8) Kesejahteraan personil Polri berupa kenaikan gaji dikaitkan dengan resiko yang dihadapi 

kepolisian dalam menjalankan tugas perlu menjadi perhatian, mengigat tugas polri yang 

bersentuan dengan resiko yang besar. 
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II. Tujuan dan Sasaran 

 

3.  Visi dan Misi  

a. Polda Sumatera Selatan 

 

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polda Sumsel harus memiliki pandangan 

kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan 

yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai 

pedoman kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Polda Sumsel sebagai berikut : 

 

1) Visi 

“ Terwujudnya Polda Sumsel yang Profesional, Modern dan Terpercaya ”; 

Makna   :  Terwujudnya   Provinsi    Sumsel     yang   Aman  dan Tertib guna 

mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong-Royong serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumsel 

“Sumsel Maju Untuk Semua”; 

 

2) Misi 

 

“ Mewujudkan Polda Sumatera Selatan yang Melindungi, Melayani dan Mengayomi 

Masyarakat ”. 

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam 

memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada 

seluruh warga masyarakat Provinsi Sumsel serta mendorong 

kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa/daerah,  

serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat 

dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup 

berkelanjutan; 

 

b. Visi dan Misi Polres OKU  

 

Untuk mencapai tujuan organisasi dan sebagai pedoman kedepan  Polres OKU beserta 

Polsek jajarannya maka telah dibuat visi dan misi sebagai berikut: 
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1) Visi 

“ Terwujudnya Polres OKU yang Profesional, Modern dan Terpercaya ”; 

Makna   :  Terwujudnya   Kabupaten   OKU  yang   Aman  dan Tertib guna 

mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong-Royong. 

2) Misi 

 

“ Mewujudkan Polres OKU yang Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat ”. 

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan 

perlindungan dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 

masyarakat Polres OKU serta mendorong kemajuan budaya yang 

mencerminkan kepribadian daerah,  serta menegakkan sistem hukum 

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin 

tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan; 

 

4. Tujuan jangka  menengah  

Demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh di 

daerah hukum Polda Sumatera Selatan dan sinergi polisional yang produktif  dengan didukung 

Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan 

kesejahteraan personel Polda Sumatera Selatan guna menghadapi kondisi daya saing Provinsi 

Sumatera Selatan dan keunggulan nasional, maka Sasaran Prioritas Polda Sumsel Tahun 

Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :  

 

a. Polda Sumsel 

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polda Sumatera 

Selatan; 

2) menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda Sumatera Selatan; 

3) mewujudkan personel Polda Sumatera Selatan yang profesional; 

4) modernisasi pelayanan Polda Sumatera Selatan; 

5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di daerah hukum 

Polda Sumatera Selatan; 
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b. Polres OKU 

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polres OKU; 

2) menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU; 

3) mewujudkan personel Polres OKU yang profesional; 

4) modernisasi pelayanan Polres OKU; 

5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di daerah hukum 

Polres OKU; 

 

4). Sasaran Prioritas 

 

a. Polda Sumsel 

 Demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh di 

daerah hukum Polda Sumatera Selatan dan sinergi polisional yang produktif  dengan 

didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, 

dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Sumatera Selatan guna menghadapi kondisi 

daya saing Provinsi Sumatera Selatan dan keunggulan nasional, maka Sasaran Prioritas 

Polda Sumsel Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :  

1) Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas di Daerah 

Hukum Polda Sumsel; 

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polda Sumsel; 

3) Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya di daerah hukum Polda 

Sumsel; 

4) Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Sumsel; 

5) Pengembangan Almatsus Polda Sumsel yang modern secara bertahap dan 

berkelanjutan; 

6) Penguatan Sistem Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif untuk 

Mendorong Reformasi Birokrasi Polda Sumsel; 

 

b. Polres Ogan Komering Ulu 

Dalam rangka mencapai pelayanan publik yang unggul (Strive For Excellence), maka 

sasaran prioritas Polres OKU pada tahun 2024 adalah : 

1) Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas di Daerah 

Hukum Polres OKU; 

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polres OKU; 

3) Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya di daerah hukum Polres OKU; 
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4) Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres OKU; 

5) Pengembangan Almatsus Polres OKU yang modern secara bertahap dan 

berkelanjutan; 

6) Penguatan Sistem Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif untuk 

Mendorong Reformasi Birokrasi Polres OKU; 

 

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLRI 

 

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumatera Selatan TA. 2024 

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Polda Sumatera Selatan Tahun 2024, 

maka ditetapkan  Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :      

a.  arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Harkamtibmas yang 

Kondusif di Daerah Hukum Polda Sumsel", yaitu: 

1) Penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan daerah hukum Polda Sumsel 

melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) peningkatan peran dan fungsi intelijen keamanan, agar mampu 

memberikan informasi berkualitas; saran tindak yang rahasia, cepat dan 

akurat yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi yang memadai dan 

termodernisasi; (giat3114,3115,3116,3117/ progHarkamtibmas/ SP1/ S81/ 

IKU2/prog Quick Wins, prog4, giat2, indikator1); 

b) memetakan potensi pok radikal, terorisme, konflik sosial, dan gangguan 

Kamtibmas lainnya;  

 (giat3114;3115;3116;3117/progHarkamtibmas/SS1/SP1/prog Quick Wins, 

prog6, giat1, indikator1); 

c) melakukan lidikpamgal guna deteksi aksi dan binluh terfokus kepadapotensi radikal, terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat3114;3115;3116;3117/progHarkamtibmas/SS1/SP1/PPK prog5,10, giat16,33,34, renaksi60,61,62,63,64,65,130,131); 

d) meningkatkan efektivitas penanggulangan aksi radikal, terorisme, konflik 

sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; 

(giat3114;3115;3116;3117/progHarkamtibmas/SS1/SP1/ prog Quick Wins, 

prog6, giat1, indikator1); 

2) pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas 

serta terorisme; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 

a) melanjutkan menguatkan program Polmas dengan 
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penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/prog Quick Wins, prog4, giat3, 

indicator 1); 

b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada 

kelompok kotra radikal dan deradikalisasi; (giat5076/prog 

Harkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/prog Quick Wins, prog4, giat3, indicator 

1,2,3,4); 

c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media social serta 

kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan 

terorisme yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan 

masyarakat yang berfaham radikal; (giat5076/prog 

Harkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/Prog Quick Wins, Prog4, giat3, indikator1); 

d) menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan 

terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik 

sektarian yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme; 

 (giat3134/proglidikSidik/SP1/SS1/IKU1/prog Quick Wins, prog4, 

giat2,indikator4); 

e) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media onlinedan 

media social yang sehat menjadi saluran penyebaran 

propaganda kelompok teroris; (giat3134/proglidikSidik/SP1/SS1/IKU1/prog 

Quick Wins, prog2,giat3, indikator1); 

f) meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama garis 

kerasyang telah mengikuti programmoderasi beragama dalam 

penanganan kasus terorisme; (giat3143/proglidikSidik/SP1/SS1/IKU1/prog 

Quick Wins, prog4, giat3, indicator 1,2 

g) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau 

kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dengan 

keluarganya; (giat3143/proglidikSidik/SP1/SS1/IKU1/prog Quick Wins, 

prog4, giat3, indicator 1,2,3); 

h) menetralisir dan menekan isu serta berita negative yang dapat 

mengganggu stabilittas kamtibmas : 

(giat3143/progDukma/SP1/SS1/IKU1/Prog Quick Wins, prog2, giat3, 

indikator1); 

i) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada 

masyarakat terkait pencegahan kejahatan; 
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(giat3155/progDukma/SP1/SS1/IKU1/prog Quick Wins, prog4, giat3, 

indikator1,2,3,4); 

j) meningkatkan kegiatan patrol wilayah rawan kriminalitas; 

(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,indikator1; 

k) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat 

keramaian, rawan kejahatan; 

(giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/prog Quick Wins, prog5 

Indikator1); 

I) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat obviT 

obvitnas dan tempat pariwisata; 

(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/Prog Quick Wins, prog5, 

indikator1): 

 

3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat dengan mengedepankan "pemolisian prediktif" serta dukungan Polda 

Sumsel dalam penanganan Covid-19 saat New Normal; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 

a) peningkatan  pemberdayaan  pengemban  kewenangan 

 kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, 

prog4,giat1,indikator1,2,3,4); 

b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian 

terbatas kepada Satpam dan Polsus; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, 

prog4,giat2,indikator1,2,3); 

c) Pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka 

mengembangkan program "Kampung Tangguh" dan asistensi penguatan 

KBPPP; (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, 

prog4,giat2,indikator1,2,3): 

d) melanjutkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas; 

 (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, prog6,giat2, 

indikator1,2); 
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4) penanganan konflik secara humanis; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 

a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada 

 Ormas/komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak social 

yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konlik sosial;  

 (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, 

prog4,giat4,indikator1); 

b) mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal 

penanganan konflik social secara humanis; 

 (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins, 

prog4,giat4,indikator1); 

 

5) meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat saat jam rawan serta peran aktif 

masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas di daerah hukum Polda 

Sumsel; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 

 

6) melaksanakan  pengaturan, pengawalan  dan patroli  lalu lintas; 

 (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,giat2,Indikator2); 

 

7) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan 

serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas; 

 (giat3130/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ 

IKU1/ProgQuickWins,prog5,giat2,Indikator12): 

 

8) pemantuan arus kemacetan lalulintas sebagai dasar evaluasi dan pengkajian 

trouble spot dalam mengurai titik-titik lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan 

lalulintas; 

(giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/progQuickWins,prog5,giat2,Indikator2); 

 

9) melakukan kajian black spot kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan pada 

daerah rawan kecelakaan lalulintas; 

(giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/prog Quick Wins, prog5, giat2, 
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Indikator1, 2); 

 

10) penanganan kecelakaan lalulintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi traffic 

accident analysis; (giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/prog Quick Wins, 

prog5, giat2, Indikator1, 2); 

 

11) melaksanakan progam road safety/safety ridding; (giat3133/prog 

Harkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/progQuickWins, prog5, giat2, Indikator1, 2); 

 

12) membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses publik dan 

pemangku kepentingan; (giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/Prog 

Quick Wins, prog5, giat2, Indikator 1,2); 

 

13) menggelar operasi kepolisian di bidang lalulintas secara tematis; 

 (giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/Prog Quick Wins, prog5, giat2, 

Indikator 1, 2); 

 

14) melaksanakan kampanye keselamatan lalulintas dan angkutan jalan;  

 (giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/Prog Quick Wins, prog5, giat2, 

Indikator 1, 2); 

 

15) penerapan e-tilang secara online; 

 (giat3133/ progHarkamtibmas/ SS1/ SP1/ IKU1/ prog Quick Wins, prog5, 

giat2, Indikator 1, 2); 

 

16) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di temapt obvit/obvitnas dan 

tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta 

berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas ; 

 (giat3131/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ prog Quick Wins, prog5, giat2, 

Indikator 1, 2); 

 

17) meningkatkan peran aktif Polda Sumsel di wilayah rawan bencana; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka straetgi yang akan 

dilakukan: 

a) personel Brimob yang  mampu  digerakkan dalam 
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menghadapi  ketanggapsegeraan  serta 

membangun sinergitas  kemitraan dengan stakeholders  

dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di 

wilayah rawan serta wabah;  

 (giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/ IKU1/ Prog Quick Wins, prog4, 

giat3, Indikator 1); 

b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan 

penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob dan 

bantuan Satwa; (giat3130,5081/prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/prog 

Quick Wins, prog4, giat3, Indikator 1); 

c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan bencana oleh 

Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan 

pasca bencana; 

 (giat5076/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ progQuickWins, prog4, 

giat4, Indikator1); 

d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan 

pelayanan kesehatan pada daerah rawan pandemic, dan beneana: 

(giat3072, 5076/ progDukma, Harkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ prog Quick 

Wins, prog4, giat2, indicator 4); 

 

18) terlaksananya pengamanan even internasional/nasional/ daerah tahun 2024; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 

a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat sesuai dengan tindakan kepolisian yang berlaku, serta 

mengoptimalkan kekuatan Brimob yang mampu digerakakan secara 

cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan 

ketertibanMasyarakat saat event internasional/nasional/daerah 

berlangsung; (giat5079.5080,5087/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ 

progQuickWins,prog5); 

b) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat 

event internasional/nasional/daerah tahun 2024;  

(giat5079,3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,pr

og5); 

c) melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan pemilu 2024 di tahun 
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2024; 

 (giat3130,3131/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ prog Quick 

Wins, prog5, giat1, indicator 1,2); 

 

19) penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, 

penanganan konflik sosial, dan menjalin sinergitas polisional; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) pengamanan  aksi unjuk  rasa damai dan tidak  anarkis; 

 (giat3130/ prog Harkamtibmas/ SS1/ SP1 /IKU1/ prog Quick Wins, prog 5); 

b) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari 

 besar nasional; 

 (giat3133/ progHarkamtibmas/ SS1/S P1/IKU1/ prog Quick Wins, prog 

5);tergelamya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan situasi Kamtibmas 

yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik; 

 (giat5080/ progHarkamtibmas/ SS1/ SP1/ IKU1/ prog Quick Wins,prog5); 

c) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal 

penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang 

berintensitas tinggi; (giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ prog Quick 

Wins, prog4,giat3,Indikator1); 

d) membangun sinergitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) 

yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;  

 (giat5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/Prog Quick Wins, prog5, 

giat3, indikator2); 

e) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat; 

(giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,g

iat3,indikator2); 

f) tergelamya personel di Kawasan Obvitnas dan objek tertentu;  

 (giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/prog Quick Wins, prog 4); 

 

20) peningkatan sinergitas kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder 

dalamupaya mengelola media sosial untuk membangun citra Polda Sumsel 

yang positif; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui media 

massa (media elektronik, media cetak dan media onfine); 
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(giat5066/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKP6/prog Quick Wins, prog2, giat 3, 

indicator 1); 

b) meningkatkan kerja sama dengan stakeholders 

 pemerintahan melalui kegiatan Sadan Koordinasi Humas; 

 (giat5066/prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKP6/Prog Quick Wins,prog2, giat3, 

indikator1); 

c) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD 

terhadap isu-isu yang sedang terjadi; 

(giat5066/progHarkamtibmas/SP1/SS1/1KP6/prog Quick Wins,prog2, giat3, 

indikator1); 

d) melaksanakan counter opini melalui media sosial; 

(giat5066/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKP6/progQuickWins,prog2,giat3, 

indikator1): 

 

21) penggelaran patroli kapal guna mendukung terlaksananya pengamanan perairan; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan : 

 Patroli kapal di seluruh wilayah perairan Polda Sumsel untuk melaksanakan 

pengamanan perairan dan penegakan hukum; (giat3134, 4342/ 

progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ progQuick Wins,prog5,6); 

 

22) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024, dan Tahapan Pilkada Serentak 

2024; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan : 

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara; 

 (giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/1KU1/ProgQuickWins,prog5,giat1,ind

ikator1,2) 

b) penyelenggaraan pengamanan objek vital; 

(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,

giat1,indikator1,2); 

c) penanggulangan harkamtibmas; 

 (giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,giat1,indi

kator1,2); 

d) pembinaan operasi Kepolisian; 
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 (giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,giat1,indika

tor1,2); 

e) penindakan tindak pidana umum; 

(giat3142/proglidikSidik/SP1/SS1/IKU1/prog Quick Wins, prog6, giat1, 

indikator1,2); 

 

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas"Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Polda Sumsel", yaitu : 

a) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta 

terintegrasi; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan : 

a) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling 

dibidang  lalu linta yang  lebih menjangkau dan pelayanan 

identifikasi sebagai alat control dan data forensic kepolisian:  

 (giat3133,3084/prog Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibma 

s/SP2/SS2/IKU2/ Prog Quick Wins, prog7,giat1,indikator4); 

b) meningkatkan pengembangan Registrasi dan identifikasi dengan 

memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan 

kendaraan bermotor;  

 (giat3133,3084/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/ProgQuickWins,prog7,giat

1,indikator4); 

c) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi; 

(giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4/progQuickWins,prog7,giat1,indik

ator4); 

 

b) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta 

meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK 

online; 

(giat3100/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS4/ IKP4/ProgQuickWins, 

prog7,giat1,indikator4); 

b) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri 

pada Dokkes dan JaJaran; (giat3072/progDukma/SP2/SS5/IKP12/ 
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ProgQuickWins,prog2, giat1,indikator1); 

 

c) mengoptimalkan operator (out sourching) untuk Helpdesk Support 

aplikasi Binmas Online System (BOS); 

 (giat5076/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS4/ IKP4/ ProgQuickWins, 

prog2,giat1,indikator1); 

 

d) meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan intelkam Polri 

melalui layanan drivethru perpanjangan SKCK dan layanan SKCK Delivery 

di  Polda dan jajaran Polres; (giat3084/ progAlamtsusSarpras 

Polri,progHarkamtibmas/ SP2/ SS4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog7,giat1,indikator4); 

 

e) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan standar layanan 

serta pemberian reward and punishment secara konsisten; 

 (giat4340/ prog1/ SP2/ SS3/ ProgQuickWins, prog7,giat1, indikator4); 

 

c) mengoptimalkan quick response pelayanan kepolisian sesuai Standar 

Operasional Prosedur (SOP); 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 

a) melaksanakan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan publik yang 

berbelit-belit; (giat4340/progDukma/SP2/SS5/IKP10/ ProgQuickWins,prog7, 

giat2,indikator1); 

b) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam 

pelacakan dan penangkalan serta pencaian korban; (giat5081/ 

progHarkamtibmas/ SP2/ SS1/ IKU1/ ProgQuickWins, prog2, 

giat1,indikator1); 

c) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen 

pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan 

teknis (supervise, asistensim verifikasi) dan audit; 

(giat3131/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS1/ IKU1/ ProgQuick 

Wins,prog7,giat1,indikator1); 

d) mengelola kegiatan respon time DitSamapta Polda dan kewilayahan; 
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(giat3130/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS1/ IKU1/ ProgQuickWins, prog2, 

giat1,indikator1); 

 

d) peningkatan keberpihakan di dalam pelayanan hukum bagi perempuan dan anak 

sebagai korban kekerasan; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) peningkatan pelayanan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus 

dengan korban perempuan dan anak oleh penyidik wanita; 

 (giat3142/ proglidikSidik/ SP2/ SS2/ IKU2/ 

progQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

b) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (UPPA); 

 (giat3108/ ProgProfesionalismeSDMPolri/ SP2/ SS3/ 

progQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

c) pelatihan peningkatan kemampuan petugas PPA; 

 (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP2/ SS3/ 

progQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

 

e) pengelolaan tata ruang SPKT yang bersahabat dan profesional : 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

pembangunan dan renovasi ruangan SPKT Polres jajaran Polda Sumsel yang 

humanis dengan dilengkapi sarana pendukung; 

(giat5062/ progModernisasiAlmatsusSarpras Polri/ SP2/ SS4/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

 

f) meningkatkan pengamanan terhadap VIPNVIP, objek vital/khusus yang didukung 

peralatan dan personel yang berkualitas; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) meningkatkan  kualitas  pengamanan  terhadap  VIPNVIP, 

 kawasan tertentu, lokal dan kegiatan pariwisata, serta pengamanan kegiatan 

nasional maupun internasional; (giat3131/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS1/ 

progQuickWins, prog5,6); 

b) meningkatkan kemampuan personel pengamanan melalui pendidikan dan 

pelatihan; 

 (giat3100/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS2/ progQuickWins, prog5,6); 
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c) mengajukan/mengusulkan pengadaan almatsus yang mendukung Tupoksi; 

 (giat5062/ progAlmatsusSarprasPolri/ SP2/ SS4 progQuick Wins, prog5,6); 

 

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas"Penegakan Hukum yang 

Transparan dan Berkeadilan dalam rangka meningkatkan Kepercayaan Publik di 

Daerah Hukum Polda Sumsel", yaitu : 

1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana 

guna memenuhi rasa keadilan masyarakat; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap guna mewujudkan 

personel fungsi reserse yang handal dan profesionaI; 

 (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP3/ SS3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

b) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan lnafis) dalam 

pengolahan tempat kejadian perkara (crime scene investigation/CS!) guna 

membantu pengungkapan tindak pidana secara ilmiah; 

 (giat3100,3141(krimum/inafis)/progProfesionalismeSDMPolri/ SP3/ SS3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

c) pemenuhan teknologi tepat guna yang mutakhir guna 

mendukungpercepatan, pengungkapan dan pelayanan penegakan 

hukum;  

 (giat3071/progAlmatsusSarprasPolri/SP3/SS4/IKU2/ProgQuickWins,prog6,giat1

,indikator1,2); 

d) peningkatan pengungkapan terhadap jaringan 

peredaran gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional; 

(giat3144/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/progQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

e) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan 

Indonesia;  

 (giat4342/proglidikSidik/SS2/IKU2/progQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

f) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak 

pidana terorisme, penindakan serta penyidikan  tindak 

pidana  terorisme berdasarkan penghormatan terhadap 

HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

 giat3134/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/progQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

g) meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan  dengan  prioritas tindak 
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pidana korupsi (pencegahan dan asset recovery), Narkoba (TPPU), terorisme, 

Karhutla/LH sertasiber termasuk kejhataan kekerasan terhadap perempuan 

dan anak; 

 (giat3140,  3141, 3142,  3143, 3144, 3145, 3146, 5083/ 

 proglidikSidik/ SP3/SS2/ IKU2/ progQuickWins, prog6, giat1,indikator1,2); 

h) meningkatkan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan 

 ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energy, oinvestasi/perbankan (sektor 

keuangan); 

 (giat3143/  proglidikSidik/  SP3/  SS2/  IKU2/  

ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

i) melaksanakan penyelesaian perkara Restorative Justice yang tidak hanya 

melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; 

 giat3143/proglidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2 / ProgQuickWins, 

prog6,giat1,indikator1,2); 

j) penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang mengedepankan 

kualitas dan edukasi masyarakat; (giat3130/ proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/ 

ProgQuickWins, prog6, giat1,indikator1,2); 

k) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring; 

(giat3130/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2; 

I) mempercepat  penyelesaian  perkara-perkara  khususnya 

 yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan 

menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transasksional;  

 (giat3141/prolidikSidik5/SP3/SS2/IKU2/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

l) memberiakn bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan 

pemeriksaan barang bukti;  

 (giat3141/proglidikSidik/SP3/ SS2/ IKU2/progQuickWins, prog6, 

giat1,indikator1,2); 

 

2) peningkatan kompetensi penyidik, pemeriksa Labfor, Tim Genana melalui 

sertifikasi dan Dikbang ; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) pelaksanaan sertifikasi terhadap penyidik Polri; 

 (giat3096/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP3/ SS2/ IKU2/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

b) melaksanakan sertifikasi bagi Pemeriksa Forensik; 
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(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/ SP3/ SS3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

c) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensic (Labfor dan  lnafis) dalam 

pengelolaan TKP; 

 (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP3/ SS3/ IKP2/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

 

3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan 

akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna 

meminimalisir complain dari masyarakat kepada Polda Sumsel di bidang 

penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan 

tersangka; 

(giat3137/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/ ProgQuickWins, prog6); 

b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran 

Bagwassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; (giat5086/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/ 

ProgQuickWins, prog6); 

c)  mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana 

pengawasan dan transparansi;  

(giat5086/proglidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2/ ProgQuickWins, prog6); 

 

4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan 

informasi kniminal nasional; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) mengintegrasikan database criminal dari seluruh Satker di lingkunganPolri 

dan institusi penegak hukum lainnya; (giat5084/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/ 

ProgQuickWins,prog6); 

b) standardisasi  data  kriminal  nasional (melalui  lntregated 

Smart Criminal Information System); 

 (giat5084/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/progQuickWins,prog6); 

 

5) proses penyidikan yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang 

berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus; Untuk mewujudkan arah 
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kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) peningkatan peran pengawasan melekat oleh atasan penyidik dan pengawas 

penyidik untuk mengontrol proses penyidikan; 

 (giat5086;giat 5085(krimsus/krimum, korwas ppns),giat 5082 (krimum/binops 

lidik sidik, rapat2)/ proglidikSidik/ SP3/ S$2/ IKU2, IKP8/ ProgQuickWins,prog6); 

b) pembangunan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-Penyidikan); 

 (giat3071/ proglidikSidik/ SP3/ S$2 /IKU2/ ProgQuickWins, prog6); 

 

6) penanganan kebakaran hutan dan lahan; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) pembentukan Satgas kebakaran hutan; 

 (giat5083,5085/ ProgHarkamtibmas/ SP3/ SS2/ 

ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

b) peningkatan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga, Pemda dan lnstansi 

terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum penanganan kebakaran hutan 

dan lahan; 

 (giat5085/ progHarkamtibmas/ SP3/ SS1/ 

ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

c) mengusulkan dukungan anggaran untuk 

penanganan Karhutbunlah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan; 

(giat5080/progDukma/SP3/SS2/progQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

d) Optimalisasi teknologi berbasis IT dalam 

penanganan kebakaran hutan dan lahan; 

 (giat5085/progAlmatusSarprasPolri,progHarkamtibmas/ SP3/ SS1/ / 

ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

 

7) penanganan tindak pidana perairan di daerah hukum Polda Sumsel; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) meningkatkan penindakan terhadap perkara illegal fishing, illegal taping, illegal 

mining, trafficking secara optimal di wilayah perairan Sumsel; 

 (giat3134/ proglidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2/ ProgQuickWins,prog6); 

b) meningkatkan penyelesaian perkara perompakan di wilayah perairan Sumatera 

Selatan; 

 (giat3134/ prnglidikSidik/ SP3/ SS2 /IKU2/ ProgQuickWins,prog6); 

c) meningkatkan keamanan perairan melalui optimalisasi fungsi intelijen 
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perairan, Polmas perairan dan patroli perairan dengan didukung sarana 

dan prasarana perairan yang terpelihara dan siap pakai; 

 (giat3134/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/ProgQuickWins,prog6); 

d) peningkatan SDM dengan mengikutsertakan Dikjur Penyidik 

 (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP3/ S83/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog6); 

 

8) membangun kemampuan back up operasional Polda Sumsel dalam penanganan 

gangguan keamanan berintensitas tinggi (flash point) di daerah hukum Polda 

Sumsel secara langsung dan cepat, khususnya Terorisme, kejahatan Siber, 

kejahatan narkotika dan konflik sosial; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) membangun kekuatan cadangan (stand by force) sebanyak 1 SSK untuk 

tingkat Polda dan 1 SST untuk tingkat Polres/ta; 

 (giat5087/progHarkamtibmas/SP3/SS1/ProgQuickWins, rog6,giat1,indikator1,2); 

b) mengoptimalkan pasukan cadangan (stand by force) Kesatuan Brimob untuk 

setiap saat siap digerakkan dengan menggunakan sarana dan prasarana cepat 

baik darat, laut maupun udara; 

(giat5087/ progHarkamtibmas/ SP3/ SS1/ ProgQuickWins, 

prog6,giat1,indikator1,2); 

c) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan keamanan 

berintensitas tinggi (kontijensi); 

(giat5087/ progHarkamtibmas/ SP3/ SS1/ ProgQuickWins, 

prog6,giat1,indikator1,2); 

 

 

d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Peningkatan Profesionalisme 

dan Kesejahteraan SDM Polda Sumsel, yaitu : 

1) peningkatan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0; Untuk mewujudkan 

arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) penataan kurikulum yang meliputi 70% praktik dan 30% teori pada pendidikan 

Diktuk di SPN Betung Polda Sumsel ; (giat5070/ 

progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3 /IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

b) peningkatan profesionalisme Gadik dan pengasuh melalui sertifikasi dan 
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pelatihan peningkatan kemampuan; 

 (giat5068/prog3/SP4/SS3/IKP1/ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

c) peningkatan  mutu fasilitas pendidikan dan  

jumlah  alins 

 alongins serta modernisasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis 

teknologi di SPN; 

 (giat5068/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ S83/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

d) pelaksanaan  Sistem  Penjamin Mutu Pendidikan  melalui 

   kerjasama dengan stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan secara bertahap di SPN; 

 (giat5068/ progProfesionalismeSOMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

e) pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Oalmas dan Negosiator yang 

Worldclass Standar, 

 (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP1/ SS1 / IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

f) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta 

dan Binmas yang Worldclass Standar ; 

(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/SP4/ SS1,3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

g) peningkatan kapasitas SOM bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SOM 

bidang digital forensik yang Worldclass Standar, 

(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri,proglidikSidik/SP4/ SS2,3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

h) pelatihan manajemen operasional Polsek yang Worldclass Standar, 

 (giat3100/ progProfesionalismeSOMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

 

2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kerja SI 

-ABK Presisi, SIK3 dan Pengembangan Struktur Organsiasi Polri; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Oaftar Susunan 

Personel (OSP) di setiap Satker; 

 (giat5052/ progOukma/ SP4/ SS3/ IKP5/progQuickWins,prog2); 
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b) pengembangan struktur organisasi Polri di tingkat Satuan Kewilayahan dengan 

mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3; 

 (giat5052/ progOukma/ SP4/SS3//progQuickWins,prog2); 

c) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK Presisi dalam penataan Daftar Susunan 

Personel (DSP) di setiap Satker guna pengembangan organisasi Polri dengan 

melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang 

operasional; 

 (giat5052/ progDukma/ SP4/ SS3/ IKPS/ progQuickWins,prog2); 

d) menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat 

berkompetitif; 

 (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ 

progQuickWins,prog2); 

 

3) pembinaan karier berdasarkan merit system dan rekam jejak; Untuk 

mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan I AC yang bertujuan meningkatkan 

produktifitas dan kualitas kinerja dengan sistim CAT; 

 (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

b) meningkatkan kemampuan Assesor dalam rangka meningkatkan kualitas 

Assessor untuk mendukung pelaksanaan AC dalam pembinaan karir; ; 

 (giat5062/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

c) melaksanakan Fedback dan hasil monev AC; 

 (giat5062/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

d) melaksanakan promosi jabatan terbukan untuk level jabatan Kasat dan 

Kapolsek di Polres ; 

 (giat3107/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

e) melaksanakan penyebaran angket kuisioner 360 dalam rangka implementasi  

salah satu komponen rekan kerja; 

 ;(giat3105/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3 /IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

f) melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi personil yang melaksanakan 
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penugasan di luar  struktur organisasi Polri ; 

 ;(giat3107/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

g) melaksanakan anev sistem pembinaan karir secara rutin 

 dalam bentuk mutasi personil; 

 (giat3108/ progProfesionallismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

 

4) pelaksanaan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai dengan 

kebutuhan; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) melaksanakan rekruitmen anggota Polri secara proaktif dan 

 terpadu berbasis Tl (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward); 

 (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

b) melaksanakan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 

komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri 

secara objketif; 

 (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

c) melakukan reformasi pengelolaan SOM secara professional guna menyiapkan 

pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani, dan transformasi; 

 (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

d) meningkatkan kemampuan/skill Bhabinkamtibmas dan pengembangan Polmas 

dalam menangani konflik social secara humanis yang terjadi di masyarakat di 

bidang Kamtibmas; 

 

 (giat3100,5076/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP3/ SS3/ IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 

e) optimalisasi validasi data pers dalam aplikasi new SIPP dan penilaian kinerja 

melalui SMK Online untuk dukung proses pembinaan karier yang didukung Tl 

secara dinamis dan terintegrasi; 

 (giat3071/ prog3ProfesionalismeSDMPolri SP4/ SS3 /IKP1/ Prog 

QuickWins,prog8,giat2,indikator1,2); 
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5) peningkatan layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi Aparatur 

Polri di lingkungan Polda Sumsel; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) validasi data personel Polda Sumsel dan keluarga sebagai peserta BPJS; 

 (giat3072/ progDukma/ SP4/ SS3/ / ProgQuickWins,prog7); 

b) meningkatkan  jumlah  kepesertaan BPJS bagi personel Polda Sumsel 

dan keluarganya pada fasilitas kesehatan Polri; 

 (giat3072/ progDukma/ SP4/ SS3/ / ProgQuickWins,prog7); 

c) meningkatkan upaya  pelayanan   kesehatan promotif, 

 preventif, kuratif dan rehabilitati-f di fasilitas kesehatan Polri; (giat3072/ 

progDukma/ SP4/ SS3/ / ProgQuickWins,prog7); 

d) meningkatkan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara sesuai program 

Komisi Akreditasi Rumah Sakit; 

 (giat3072/ progDukma/ SP4/ SS3/ / ProgQuickWins,prog7); 

e) menyelenggarakan kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki sarana dan 

prasarana lebih tinggi; 

 (giat3072/  progDukma/  SP4/  SS3/   / ProgQuickWins, prog7); 

f) melanjutkan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan Polri; 

 (giat3072/ progAlmasusSarprasPolri/ SP4/ SS3/ / ProgQuickWins,prog7); 

e) pelaksanaan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan 

kepada pegawai negeri pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas; 

 (giat3072/ progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ 

 SS3/ IKP1/ / ProgQuickWins,prog7); 

f) melaksanakan pelayanan adminsitrasi pegawai pada Polri berkaitan dengan 

ASABRI; (giat3072/progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ / 

ProgQuickWins,prog7); 

g) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat 

maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada 

aparatur Polri dan 

 masyarakat umum; (giat5062,3072,5052/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/ 

SS3/ IKP1/ ProgQuickWins,prog7); 

 

6) pelaksanaan program wirausaha bagi personel Polda Sumsel; Untuk 

mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) membuat  pogram  pelatihan  wirausaha bagi personel 
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 Polda Sumsel yang akan memasuki masa pensiun; (giat3105/ 

progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ ProgQuickWins,prog7); 

b) mengupayakan Diklat  pengambangan latihan keterampilan 

 sesuai bidang keahlian; 

 (giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/ SS3/ ProgQuickWins,prog7); 

c) melaksanakan  MoU  dengan  Kementerian  Koperasi  dan UKM; 

 (giat3120/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS6/ProgQuick Wins,prog7)); 

 

e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pemenuhan Sarana Prasarana 

dan Almatsus Polda Sumsel yang modern secara bertahap dan berkelanjutan", yaitu : 

1) pemenuhan sarana dan prasarana serta almatsus Polda Sumsel yang modern guna 

mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Polda 

Sumsel secara bertahap; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) koordinasi dengan Aslog Kapolri dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

minimal Alpalkam dan Almatsus Polda sumsel TA. 2022; 

 (giat3084/ progModemisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP5/ SS4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) pemenuhan kebutuhan minimal secara bertahap Alpalkam dan Almatsus 

Polda Sumsel khususnya Satker dan Satwil Jajaran Polda Sumsel; 

 (giat3111/ progModernisasiAlamtsusSarprasPolri/ SP5/ S84/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

c) membangun kerja sama dengan Aslog Kapolri dan Satker Mabes yang 

terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan 

Almatsus Polda Sumsel secara bertahap: 

 (giat3084/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP5/ SS4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

d) asistensi proaktif serta survey langsung perihal usulan dari satker/satwil 

khususnya yang masih minim Alpakam dan Almatsus yang berkualitas dan 

berkuantitas sesuai dengan karakteristik organisasi & wilayah; 

 (giat3084/progModernisasiAlmastsusSarprasPolri/SP5/ SS4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

e) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang 

terintegrasi secara online: (giat5062,3071/ progDukma, 

progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/ SPS/ SS4/ IKP4/ 
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ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

f) pemenuhan Alamtsus Polda Sumsel yang modern berbasis teknologi informasi 

guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, 

penyelidikan, pengideraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik 

social dan lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan; (giat3084/ 

progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP5/ SS4/ IKP4 / 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

g) pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas 

yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK 

online; 

 (giat3084,3133/ progModernisasiAlmasusSarprasPolri,progHarkamtibmas/ SPS/ 

SS4/ IKP4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,81); 

n) melaksanakan Pembangunan Indonesia Safety Driving Center; 

 (giat5062,3133/ progModernisasiAlmasusSarprasPolri, prog 

 Harkamtibmas/SPS/SS4/IKP4/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

i) melaksanakan pembangunan RTMC/TMC; 

 (giat5062,3133/ progModernisasiAlmasusSarprasPolri, prog Harkamtibmas / 

SPS/ SS4/ IKP4/ ProgQuickWins, prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

j) pemasangan ETLE guna menegakan hukum secara  transparan di jalan raya: 

(giat3084,3133/progModernisasiAlmasusSarprasPolri,prog Harkamtibmas/SP5/ 

SS4/IKP4/progQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

k) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, 

baik ditingkat pusat maupun wilayaah untuk memberikan layanan kesehatan 

yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum; 

 (giat5062/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SPS/ SS4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

I) pemenuhan Almatsus Polda Sumsel yang modern berbasis 

 teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka 

penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan 

unjuk rasa, konflik social dan lawan injurensi; 

 (giat3084/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SPS/ SS4/ 

 IKP4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

m) melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online; (giat3084/ 

progModerniasasiAlmastsusSarprasPolri/ SPS/ SS4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 
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n) mengintegrasikan sistem informasi Kepolisian dari tingkat 

 Polsek sampai tingkat Mabes Polri serta jaringaan Palapa Ring dari 

Kemenkominfo untuk koneksi Polda; 

 (giat3071/ progDukma/ SPS/ SS4 /IKP4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

o) pengembangan11O; (giat3084,5055/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ 

SPS/ 

 SS4/ IKP4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

p) mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online 

single submission dalam penerbitan surat izin 

 operasional BUJP; 

 (giat3084,3071/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SPS/ SS4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

q) melanjutkan  pemetaan  terhadap  rencana  kebutuhan 

 Alpakam dan Almatsus Polda Sumsel (Min dan Maks); (giat5060,5051/ 

progModernisasiAlmatsusSaprasPori/ SP5/ SS4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

r)  pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir sesuai dengan 

karakteristik wilayah; 

 (giat3084/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP5/ SS4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

 

2) pengusulan pemenuhan Mako dan Rumah Dinas Personel Polda Sumsel; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) pembangunan Mako Polres, Mako Polsek, Rumdin, Asrama dan Barak serta 

rehabilitasi Mako Polres, Mako Polsek, Rumdin, Asrama dan Barak; 

 (giat  3111/  progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/  SP5/ 

 SS4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) membangun kerjasama dengan Stakeholder dan pengembang dalam rangka 

pemenuhan rumah tinggal anggota Polri/ASN; 

 (giat  3111/  progModernisasiAlmatsusSarprasPolri  /  SP5/ 

 SS4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

c) koordinasi dengan Pemda dan Stakeholder lainnya dengan memanfaatkan 

tanah/lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan dinas; 

 (giat  3111/  progModernisasiAlmatsusSarprasPolri  /  SP5/ 

 SS4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 
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d) menginventarisir personel Polda Sumsel yang belum memiliki rumah untuk 

mendapatkan rumah dinas dengan pertimbangan tertentu; 

 (giat 5062 / progModernisasiAlmatsusSarprasPolri / SP5/ 

 SS4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

 

f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Penguatan Sistem 

Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif berbasis Teknologi 

lnformasi guna Penguatan lntegritas dan Tata Kelola Organisasi Polda Sumsel yang 

Baik", yaitu : 

1) penanganan publik complain secara efektif terpercaya berbasis 

online; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu; 

 (giat3071/progDukma/SP6/SS5/IKP8/ProgQuickWins,prog8,giat3,indikator1a,b)

; 

b) percepatan penyelesaian pengaduan Masyarakat yang berasal dari pengawas 

eksternal; 

 (giat3071/progDukma/SP6/SS5/IKP8/ProgQuickWins,prog8,giat3,indikator1a,b)

; 

c) penerapan system penanganan pengaduan Masyarakat secara online; 

 (giat3071/progDukma/SP6/SS5/IKP8/ProgQuickWins,prog8,giat3,indikator1a,b)

; 

d) meningkatkan kapabilitas APIP Polda Sumsel secara bertahap dan 

berkelanjutan; 

 (giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP8/ProgQuickWins,prog8,giat3,indikator1a,b)

; 

e) mengoptimalkan lidik paminal terhadap pelanggaran kode 

 etik/disiplin oleh personel Polri; 

 (giat3089/ progDukma/ SP8/ SS5 /IKP8/ 

ProgQuickWins,prog8,giat3,indikator1a,b); 

 

2) penguatan Saber pungli; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja 
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 UPP KIL dan Pokja UPP Pemda dalam memrantas pungli; (giat3087/ 

progDukma/ SP6/ SS5 /IKU2/ progQuickWins,prog7,giat1, indikator2); 

b) membangun  sistem  pelaporan  yang  terintegrasi  antara 

 Satgas dan UPP; 

 (giat3091/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKU2/ progQuickWins,prog7,giat1, 

indikator2); 

c) meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah pungli; 

 (giat3091/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKU2 / progQuickWins,prog7,giat1, 

indikator2); 

d) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Rekruitment 

Pendidikan Pemebntukan : Bintara, Akpol dan SIPSS; 

 (giat5086/ progHarkamtibmas/ SP6/ SS5 /IKP8/ progQuickWins,prog7,giat1, 

indikator2); 

e) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Pendidikan 

Pengembangan : SIP, SESPIMA, SESPIMMEN/PKN Tingkat2, 

SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN Tingkat 1; 

 (giat5086/ progHarkamtibmas/ SP6/ SS5/ IKP8/ progQuickWins,prog7,giat1, 

indikator2); 

f) pelaksanaan Operasi Bersih terkait penanganan perkara 

 pidana dan pelayanan publik (SIM,STNK,BPKB,SKCK); (giat5086/ 

progHarkamtibmas/ SP6/ SS5/ IKP8/ progQuickWins, prog7,giat1, indikator2); 

g) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang 

terjadi pada lingkungan Polda Sumsel; (giat3091/ progDukma/ SP6/ SS5/ 

IKP8/ progQuickWins, prog7,giat1, indikator2); 

h) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaanya 

bekerjasama dengan Pengawas Eksternal dan Internal; 

 (giat3087/ progDukma/ SP6/ SS2/ IKU2/ progQuickWins, prog7,giat1, 

indikator2); 

 

3) pencegahan korupsi di lingkungan Polda Sumsel dan jajaran; Untuk 

mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

 

a) implementasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 

tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 

2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS 
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Polri, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian 

Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 

(giat3090/progDukma/SP6/SS5/progQuickWins,prog8,giat1,indikator1,2,3); 

b) penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin 

maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat; (3091/ ProgDukma/ 

SP6/ SS5/ IKU2/ progQuickWins, prog8,giat1,indikator1,2,3); 

c) mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-

tempat pelayanan Polri; 

 (3091/ProgDukma/SP6/SS5/IKU2/IKP8/progQuickWins,prog8,giat1,indikator

1,2,3); 

d) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan 

lembaga 

 pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya 

pencegahan korupsi; 

 (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP8/progQuickWins,prog8, 

giat1,indikator1,2,3); 

e) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi 

dan mencegah terjadinya korupsi; 

 (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP8/progQuickWins,prog8, 

giat1,indikator1,2,3); 

 

4) meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran 

Polda Sumsel yang akuntabel; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) menerapkan aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran Polri dilingkungan 

Polda Sumsel dan jajaran: 

 (giat3073/progDukma/SP6/SS5/IKP10/progQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan 

penganggaran Satker sehingga lebih efektif dan efisien; 

 (giat4339/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP8/ progQuickWins, prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

c) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polda Sumsel 

(Rancangan Rencana Kerja Polda dan Rencana Kerja Polda) guna 

mensinkronkan pembangunan di lingkungan Polda Sumsel dengan 

Polres/tabes jajaran agar semakin berkualitas; 

 (giat3073/ progDukma/ SP6/ SSS/ IKPS/ progQuickWins, prog1,2,3,4,5,6,7,8); 
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d) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara 

 fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawabtatakelola 

keuangan tingkat satker; (giat3091/ progDukma/ SP6/ SSS/ IKP10/ 

progQuickWins, prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

e) melaksanakan monitoring dan evaluasi sserta sosialisasi 

 terhadap capaian lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polda 

Sumsel Semester dan Tahunan; 

(giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP10/progQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

f) melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kinerja dan anggaran 

 baik di bidang Pembinaan dan Operasional; 

(giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP10/progQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

 

5) peningkatan pelaksanaan tatakelola e-government melalui e planning, e-

budgeting dan e-procurement untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) mengembangkan aplikasi Sirena secara bertahap; 

 (giat3073/ progModernisasiAlmasusSarprasPolri,Dukma/ SP4/ SS4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) mengembangkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan informasi 

teknologi baik hardware maupun software untuk mendukung aplikasi e-

planning dan e budgeting; 

 (giat3084/ progModernisasiAlmasusSarprasPolri/ SP4/ S$4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

c) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri melalui LPSE sesuai 

peraturan yang berlaku; 

 (giat4331/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP4/ SS4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

d) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan 

jasapemerintah;  

 (giat3100,4341/progModernisasiAlmasusSarprasPolri,Profesi 

onalismeSDMPolri/SP4/SS3/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

e) Opini BPK atas Laporan Keuangan Polda Sumsel; 

 (giat3071/progDukma/SP4/SS5/IKP7/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 
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6) penyempumaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek 

serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) pemenuhan satu kecamatan satu Polsek/Polsubsektor secara 

bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk harkamtibmas 

pada daerah tertentu; 

(giat5054/progDukma/SP6/SS5/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas 

dan perkembangannya; 

(giat5054/progDukma/SP6/SS5/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

 

g) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja ; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) lmplementasi Aplikasi Sistem manajemen Kinerja; 

(giat3071/progDukma/SP4/SS3/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja; 

 (giat5051/progDukma/SP4/SS3/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

c) penerapan reward and punishment di Satuan Kerja; 

(giat3091/ prog3/ SP4/ SS3/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

d) menyempurnakan standar penilaian kompetensi 

serta meningkatkan "Sistem Reward and Punishment"; 

 (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3 /IKP1/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

e) membangun system penilaian kompetensi Polri yang  komprehensif 

melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan  evaluasi guna 

mendukung "program manajemen talenta"; 

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

f) mengitegrasikan Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP; 

 (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

g) memperbanyak jumlah Assessor Sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan 

Polsus; 

 (giat3100,5076/ progDukma,ProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ 

 SS3 /IKP1/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 
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h) peningkatan kualitas pelayanan publik Polda Sumsel melalui pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Polri; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

 

a) menyelenggarakan bimbingan dan asistensi kepada unit penyelenggara 

pelayanan publik di seluruh jajaran Polda Sumsel; 

 (giat5053/progDukma/SP6/SS5/ ProgQuickWins,prog7); 

b) pembangunan Satker pada tingkat Polda dan Kewilayahan untuk mendapat 

predikat ZI menuju WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian 

Satker/satwil Zona lntegritas berpredikat WBK dan WBBM;  

 (giat3087/progDukma/SP6/SS5/ ProgQuickWins,prog7); 

c) pelaksanaan inovasi pelayanan publik; 

 (giat5053/progHarkamtibmas/SP6/SS5/1KP6/ProgQuickWins,prog7); 

d) peningkatan nilai AKIP Polda Sumsel secara bertahap dan berkelanjutan; 

 (giat3087/progDukma/SP6/SS5/IKP5/ ProgQuickWins,prog7); 

e) melanjutkan penguatan tata kelola Kepolisian pada tujuh prinsip bidang 

kompetensi keadilan perilaku efektivitas transparan responsif dan akuntabilitas 

melalui sistem penilaian lndeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis web dan 

mobile secara online (ITK-O tingkat Polres/Polrestabes dan Satker Polda); 

 (giat5052/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP6/ ProgQuickWins, prog7). 

 

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres OKU TA. 2024 

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Polres OKU Tahun 2024, maka 

ditetapkan  Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :      

 

a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Harkamtibmas yang 

Kondusif di Wilayah Hukum Polres OKU ", yaitu: 

1) Penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan daerah hukum Polda Sumsel 

melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) peningkatan peran dan fungsi intelijen keamanan, agar mampu 

memberikan informasi berkualitas; saran tindak yang rahasia, cepat dan 

akurat yang didukung aparatur, anggaran dan teknologi yang memadai dan 

termodernisasi; (giat3114,3115,3116,3117/ progHarkamtibmas/ SP1/ S81/ 
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IKU2/ progQuickWins, prog4,giat2,indikator1); 

b) memetakan potensi pok radikal, terorisme, konflik sosial, dan gangguan 

Kamtibmas lainnya;  

 (giat3114;3115;3116;3117/progHarkamtibmas/SS1/SP1/prog 

QuickWins,prog6,giat1,indikator1); 

c) melakukan lidik pamgal guna deteksi aksi dan binluh terfokus kepadapotensi radikal, terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat3114;3115;3116;3117/progHarkamtibmas/SS1/SP1/PPK prog5,10, giat16,33,34, renaksi60,61,62,63,64,65,130,131); 

d) meningkatkan efektivitas penanggulangan aksi radikal, terorisme, konflik 

sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; 

(giat3114;3115;3116;3117/progHarkamtibmas/SS1/SP1/ 

progQuickWins,prog6,giat1,indikator1); 

 

2) pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas 

serta terorisme; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 

a. melanjutkan menguatkan program Polmas  dengan 

penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog4,giat3,in

dikator1); 

b. meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada 

kelompok kotra radikal dan deradikalisasi; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog4,giat3,ind

ikator1,2,3,4); 

c. penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media social serta 

kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan 

terorisme yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan 

masyarakat yang berfaham radikal; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ProgQuickWins,Prog4,giat3,indik

ator1); 

d. meningkatkan kegiatan patrol wilayah rawan kriminalitas; 

(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,indikator1)

; 
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3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat dengan mengedepankan "pemolisian prediktif" serta dukungan Polda 

Sumsel dalam penanganan Covid-19 saat New Normal; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: 

e) peningkatan  pemberdayaan  pengemban  kewenangan 

 kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, 

prog4,giat1,indikator1,2,3,4); 

f) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian 

terbatas kepada Satpam dan Polsus; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, 

prog4,giat2,indikator1,2,3); 

g) Pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka 

mengembangkan program "Kampung Tangguh" dan asistensi penguatan 

KBPPP; (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, 

prog4,giat2,indikator1,2,3): 

h) melanjutkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas; 

 (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, prog6,giat2, 

indikator1,2); 

 

4) penanganan konflik secara humanis; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 

a. pemberian penyuluhan kontra radikal kepada 

 Ormas/komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak social yang 

terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konlik sosial;  

 (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ progQuickWins, 

prog4,giat4,indikator1); 

b. mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal 

penanganan konflik social secara humanis; 

 (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins, 

prog4,giat4,indikator1); 
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5) meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat saat jam rawan serta peran aktif 

masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas di daerah hukum Polda Sumsel; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

6) melaksanakan  pengaturan, pengawalan  dan patroli  lalu lintas; 

 (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,giat2,Indikator2); 

7) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas 

 saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan 

Kamtibmas; 

 (giat3130/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ 

IKU1/ProgQuickWins,prog5,giat2,Indikator12): 

8) pemantuan arus kemacetan lalulintas sebagai dasar evaluasi dan pengkajian trouble 

spot dalam mengurai titik-titik lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalulintas; 

(giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/progQuickWins,prog5,giat2,Indikator 2); 

9) melakukan kajian black spot kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan pada 

daerah rawan kecelakaan lalulintas; 

(giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/prog Quick Wins, prog5, giat2, 

Indikator1, 2); 

10) penanganan kecelakaan lalulintas menonjol dengan 

pemanfaatan teknologi traffic accident analysis; 

(giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/prog Quick Wins, prog5, giat2, 

Indikator1, 2); 

11) melaksanakan progam road safety/safety ridding; 

(giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/prog Quick Wins, prog5, giat2, 

Indikator1, 2); 

12) membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses publik dan 

pemangku kepentingan; 

(giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/ProgQuickWins,prog5,giat2,Indikator1,2); 

13) menggelar operasi kepolisian di bidang lalulintas secara tematis; 

 (giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/Prog Quick Wins, prog5,giat2, 

Indikator1, 2); 

14) melaksanakan kampanye keselamatan lalulintas dan angkutan jalan;  

 (giat3133/progHarkamtibmas/SS1/SP1/IKU1/Prog Quick Wins, prog5, giat2, 

Indikator1, 2); 

15) penerapan e-tilang secara online; 
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 (giat3133/ progHarkamtibmas/ SS1/ SP1/ IKU1/ 

progQuickWins,prog5,giat2,Indikator1, 2); 

16) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di temapt obvit/obvitnas dan 

tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta 

berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas ; 

 (giat3131/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ 

progQuickWins,prog5,giat2,Indikator1, 2); 

 

17) meningkatkan peran aktif Polda Sumsel di wilayah rawan bencana; 

 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka straetgi yang akan 

dilakukan: 

a. personel Brimob yang mampu digerakkandalam menghadapi  

ketanggapsegeraan serta membangun sinergitas kemitraan dengan 

stakeholders dalam penanggulangan bencana keselamatan dan 

reintegrasi di wilayah rawan serta wabah;  

(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/ IKU1/ProgQuickWins, 

prog4,giat3,Indikator1); 

b. menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan 

penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob dan 

bantuan Satwa; 

(giat3130,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog4,

giat3,Indikator1); 

c. memetakan masyarakat desa/wilayah rawan bencana oleh 

Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan 

pasca bencana; 

 (giat5076/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ progQuickWins, 

prog4,giat4,Indikator1); 

d. bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan 

pelayanan kesehatan pada daerah rawan pandemic, dan beneana: 

(giat3072, 5076/ progDukma, Harkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ 

progQuickWins,prog4,giat2,indikator4); 

 

18) terlaksananya pengamanan even internasional/nasional/ daerah tahu 2024; 

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 
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a. penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat sesuai dengan tindakan kepolisian yang berlaku, serta 

mengoptimalkan kekuatan Brimob yang mampu digerakakan secara 

cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban 

Masyarakat saat event internasional/nasional/daerah berlangsung; 

(giat5079.5080,5087/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ 

progQuickWins,prog5); 

b. melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat 

event internasional/nasional/daerah tahun 2024;  

(giat5079,3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,p

rog5); 

c. melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan pemilu 2024 di tahun 

2024; 

 (giat3130,3131/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ 

progQuickWins, prog5,giat1,indikator1,2); 

 

19) penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, 

penanganan konflik sosial, dan menjalin sinergitas polisional; 

  Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan: 

a. pengamanan  aksi unjuk  rasa damai dan tidak  anarkis; 

 (giat3130/ progHarkamtibmas/ SS1/ SP1 /IKU1/ 

progQuickWins,prog5); 

b. pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari 

 besar nasional; 

 (giat3133/ progHarkamtibmas/ SS1/S P1/IKU1/ progQuickWins,prog5); 

g) tergelamya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan situasi Kamtibmas 

yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik; 

 (giat5080/ progHarkamtibmas/ SS1/ SP1/ IKU1/ progQuickWins,prog5); 

h) membangun sinergitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) 

yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;  

 (giat5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/ProgQuickWins,prog5,gi

at3,indikator2); 

i) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat; 

(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,gi
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at3,indikator2); 

 

20) peningkatan sinergitas kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder 

dalamupaya mengelola media sosial untuk membangun citra Polda 

Sumsel yang positif; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a. membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui 

media massa (media elektronik, media cetak dan media onfine); 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKP6/progQuickWins,prog2,giat3, 

indikator1); 

b. meningkatkan kerja sama dengan stakeholders 

 pemerintahan melalui kegiatan Sadan Koordinasi Humas; 

 (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKP6/ProgQuickWins,prog2,giat3, 

indikator1); 

c. meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan 

FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/1KP6/progQuickWins,prog2,giat3, 

indikator1); 

d. melaksanakan counter opini melalui media sosial; 

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKP6/progQuickWins,prog2,giat3, 

indikator1): 

 

21) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024, dan Tahapan Pilkada Serentak 

2024; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan : 

a. pembinaan pelayanan fungsi Sabhara; 

 (giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/1KU1/ProgQuickWins,prog5,giat1,pe

mbinaan operasi Kepolisian; 

 (giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog5,giat1,indika

tor1,2); 

 

h) penindakan tindak pidana umum; 

(giat3142/proglidikSidik/SP1/SS1/IKU1/progQuickWins,prog6,giat1,indik

ator1,2); 
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b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas"Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Polda Sumsel", yaitu : 

i) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK 

serta terintegrasi; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan : 

a) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling 

dibidang  lalu linta yang  lebih menjangkau dan pelayanan 

identifikasi sebagai alat control dan data forensic kepolisian:  

 (giat3133/progAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibma s/SP2/SS2/IKU2/ 

ProgQuickWins, prog7,giat1,indikator4); 

b) meningkatkan pengembangan Registrasi dan identifikasi dengan 

memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan 

kendaraan bermotor;  

 (giat3133,/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/ProgQuickWins,prog7,giat1,indi

kator4); 

c) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi; 

(giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4/progQuickWins,prog7,giat1,indik

ator4); 

 

j) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta 

meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan : 

a) mengoptimalkan operator (out sourching) untuk Helpdesk Support 

aplikasi Binmas Online System (BOS); 

 (giat5076/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS4/ IKP4/ ProgQuickWins, 

prog2,giat1,indikator1); 

 

k) mengoptimalkan quick response pelayanan kepolisian sesuai Standar 

Operasional Prosedur (SOP); 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan 

: 

a) mengelola kegiatan respon time DitSamapta Polda dan kewilayahan; 
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(giat3130/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS1/ IKU1/ ProgQuickWins, prog2, 

giat1,indikator1); 

 

l) peningkatan keberpihakan di dalam pelayanan hukum bagi perempuan dan anak 

sebagai korban kekerasan; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) peningkatan pelayanan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus 

dengan korban perempuan dan anak oleh penyidik wanita; 

 (giat3142/ proglidikSidik/ SP2/ SS2/ IKU2/ 

progQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

 

m) pengelolaan tata ruang SPKT yang bersahabat dan profesional : 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

pembangunan dan renovasi ruangan SPKT Polres jajaran Polda Sumsel yang 

humanis dengan dilengkapi sarana pendukung; 

(giat5062/ progModernisasiAlmatsusSarpras Polri/ SP2/ SS4/ 

ProgQuickWins,prog3,giat1,indikator1); 

 

n) meningkatkan pengamanan terhadap VIPNVIP, objek vital/khusus yang didukung 

peralatan dan personel yang berkualitas; 

 Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) meningkatkan  kualitas  pengamanan  terhadap  VIPNVIP, 

 kawasan tertentu, lokal dan kegiatan pariwisata, serta pengamanan kegiatan 

nasional maupun internasional; (giat3131/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS1/ 

progQuickWins, prog5,6); 

b) meningkatkan kemampuan personel pengamanan melalui pendidikan dan 

pelatihan; 

 (giat3100/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS2/ progQuickWins, prog5,6); 

c) mengajukan/mengusulkan pengadaan almatsus yang mendukung Tupoksi; 

 (giat5062/ progAlmatsusSarprasPolri/ SP2/ SS4 progQuick Wins, prog5,6); 

 

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas"Penegakan Hukum yang 

Transparan dan Berkeadilan dalam rangka meningkatkan Kepercayaan Publik di 

Daerah Hukum Polda Sumsel", yaitu : 
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22) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana 

guna memenuhi rasa keadilan masyarakat; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba 

skala nasional, regional dan internasional; 

(giat3144/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/progQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2; 

b) meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan  dengan  prioritas tindak 

pidana korupsi (pencegahan dan asset recovery), Narkoba (TPPU), terorisme, 

Karhutla/LH sertasiber termasuk kejhataan kekerasan terhadap perempuan 

dan anak; 

 (giat  3141, 3142,  3143, 3144, 3145, 3146, 5083/ 

 proglidikSidik/ SP3/SS2/ IKU2/ progQuickWins, prog6, giat1,indikator1,2); 

c) meningkatkan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan 

 ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energy, oinvestasi/perbankan (sektor 

keuangan); 

 (giat3143/  proglidikSidik/  SP3/  SS2/  IKU2/  

ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

d) melaksanakan penyelesaian perkara Restorative Justice yang tidak hanya 

melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; 

 giat3143/proglidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2 / ProgQuickWins, 

prog6,giat1,indikator1,2); 

e) penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang mengedepankan 

kualitas dan edukasi masyarakat; (giat3130/ proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/ 

ProgQuickWins, prog6, giat1,indikator1,2); 

f) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring; 

(giat3130/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/Prog Quick Wins, prog6, giat1, indicator 

1,2); 

I) mempercepat  penyelesaian  perkara-perkara  khususnya 

 yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan 

menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transasksional;  

 (giat3141/prolidikSidik5/SP3/SS2/IKU2/ProgQuickWins,prog6,giat1,indikator1,2); 

g) memberiakn bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan 

pemeriksaan barang bukti;  

 (giat3141/proglidikSidik/SP3/ SS2/ IKU2/progQuickWins, prog6, 

giat1,indikator1,2); 
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23) peningkatan kompetensi penyidik, pemeriksa Labfor, Tim Genana melalui 

sertifikasi dan Dikbang ; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

 

24) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan 

akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan 

masyarakat; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran 

Bagwassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; (giat5086/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/ 

ProgQuickWins, prog6); 

b)  mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana 

pengawasan dan transparansi;  

(giat5086/proglidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2/ ProgQuickWins, prog6); 

 

25) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kniminal nasional; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) mengintegrasikan database criminal dari seluruh Satker di lingkunganPolri 

dan institusi penegak hukum lainnya; (giat5084/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/ 

ProgQuickWins,prog6); 

b) standardisasi  data  kriminal  nasional (melalui  lntregated Smart 

Criminal Information System); 

 (giat5084/proglidikSidik/SP3/SS2/IKU2/progQuickWins,prog6); 

 

g. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Pemenuhan Sarana 

Prasarana dan Almatsus Polres OKU yang modern secara bertahap dan 

berkelanjutan", yaitu : 

1) pemenuhan sarana dan prasarana serta almatsus Polda Sumsel yang modern 

guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di 

lingkungan Polres OKU secara bertahap; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) melaksanakan Pembangunan Indonesia Safety Driving Center; 

 (giat5062,3133/ progModernisasiAlmasusSarprasPolri, prog 

 Harkamtibmas/SPS/SS4/IKP4/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 
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b) melaksanakan pembangunan RTMC/TMC; 

 (giat5062,3133/ progModernisasiAlmasusSarprasPolri, prog 

Harkamtibmas / SPS/ SS4/ IKP4/ ProgQuickWins, prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

c) pemasangan ETLE guna menegakan hukum secara  transparan di jalan raya: 

(giat3084,3133/progModernisasiAlmasusSarprasPolri,prog Harkamtibmas/SP5/ 

SS4/IKP4/progQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

r) pengembangan11O; 

(giat3084,5055/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SPS/ 

 SS4/ IKP4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

 

h. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Penguatan Sistem 

Pengawasan dan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif berbasis Teknologi 

lnformasi guna Penguatan lntegritas dan Tata Kelola Organisasi Polda Sumsel 

yang Baik", yaitu : 

1) penanganan publik complain secara efektif terpercaya berbasis 

online; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara 

terpadu; 

 (giat3071/progDukma/SP6/SS5/IKP8/Prog Quick Wins, 

prog8,giat3,indikator1a,b); 

b) percepatan penyelesaian pengaduan Masyarakat yang berasal dari 

pengawas eksternal; 

 (giat3071/progDukma/SP6/SS5/IKP8/Prog Quick Wins, 

prog8,giat3,indikator1a,b); 

c) penerapan system penanganan pengaduan Masyarakat secara online; 

 (giat3071/progDukma/SP6/SS5/IKP8/Prog Quick Wins, 

prog8,giat3,indikator1a,b); 

d) meningkatkan kapabilitas APIP Polda Sumsel secara bertahap dan 

berkelanjutan; 

 (giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP8/Prog Quick Wins, 

prog8,giat3,indikator1a,b); 

e) mengoptimalkan lidik paminal terhadap pelanggaran kode 

 etik/disiplin oleh personel Polri; 



59 

 

 

 (giat3089/ progDukma/ SP8/ SS5 /IKP8/ 

ProgQuickWins,prog8,giat3,indikator1a,b); 

 

2) penguatan Saber pungli; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) membangun  sistem  pelaporan  yang  terintegrasi  antara 

 Satgas dan UPP; 

 (giat3091/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKU2/ progQuickWins,prog7,giat1, 

indikator2); 

b) meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah 

pungli; 

 (giat3091/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKU2 / progQuickWins,prog7,giat1, 

indikator2); 

c) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait 

Rekruitment Pendidikan Pemebntukan : Bintara, Akpol dan SIPSS; 

 (giat5086/ progHarkamtibmas/ SP6/ SS5 /IKP8/ 

progQuickWins,prog7,giat1, indikator2); 

d) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait 

Pendidikan Pengembangan : SIP, SESPIMA, SESPIMMEN/PKN 

Tingkat2, SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN Tingkat 1; 

 (giat5086/ progHarkamtibmas/ SP6/ SS5/ IKP8/ 

progQuickWins,prog7,giat1, indikator2); 

e) pelaksanaan Operasi Bersih terkait penanganan perkara 

 pidana dan pelayanan publik (SIM,STNK,BPKB,SKCK); (giat5086/ 

progHarkamtibmas/ SP6/ SS5/ IKP8/ progQuickWins, prog7,giat1, 

indikator2); 

f) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar 

yang terjadi pada lingkungan Polda Sumsel; (giat3091/ progDukma/ SP6/ 

SS5/ IKP8/ progQuickWins, prog7,giat1, indikator2); 

 

3) pencegahan korupsi di lingkungan Polda Sumsel dan jajaran; Untuk 

mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun 

pidana secara tegas, transparan dan cepat; (3091/ ProgDukma/ SP6/ SS5/ 

IKU2/ progQuickWins, prog8,giat1,indikator1,2,3); 
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b) mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-

tempat pelayanan Polri; 

 (3091/ProgDukma/SP6/SS5/IKU2/IKP8/progQuickWins,prog8,giat1,indikator

1,2,3); 

c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga 

 pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya 

pencegahan korupsi; 

 (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP8/progQuickWins,prog8, 

giat1,indikator1,2,3); 

d) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi 

dan mencegah terjadinya korupsi; 

 (giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP8/progQuickWins,prog8, 

giat1,indikator1,2,3); 

 

4) meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan 

penganggaran Polda Sumsel yang akuntabel; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan : 

a) menerapkan aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran Polri dilingkungan 

Polda Sumsel dan jajaran: 

 (giat3073/progDukma/SP6/SS5/IKP10/prog Quick Wins, prog 

1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan 

penganggaran Satker sehingga lebih efektif dan efisien; 

 (giat4339/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP8/ progQuickWins, 

prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

c) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polda 

Sumsel (Rancangan Rencana Kerja Polda dan Rencana Kerja Polda) 

guna mensinkronkan pembangunan di lingkungan Polda Sumsel dengan 

Polres/tabes jajaran agar semakin berkualitas; 

 (giat3073/ progDukma/ SP6/ SSS/ IKPS/ progQuickWins, 

prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

d) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara 

 fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi 

Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku 
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penanggungjawabtatakelola keuangan tingkat satker; (giat3091/ 

progDukma/ SP6/ SSS/ IKP10/ progQuickWins, prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

 

e) melaksanakan monitoring dan evaluasi sserta sosialisasi 

 terhadap capaian lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polda 

Sumsel Semester dan Tahunan; 

(giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP10/prog Quick Wins, 

prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

 

f) melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kinerja dan anggaran 

 baik di bidang Pembinaan dan Operasional; 

(giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP10/progQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

5) peningkatan pelaksanaan tatakelola e-government melalui e planning, e-

budgeting dan e-procurement untuk mendukung kesejahteraan anggota 

Polri; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) mengembangkan aplikasi Sirena secara bertahap; 

 (giat3073/ progModernisasiAlmasusSarprasPolri,Dukma/ SP4/ SS4/ 

IKP4/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) mengembangkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan informasi 

teknologi baik hardware maupun software untuk mendukung aplikasi e-

planning dan e budgeting; 

 (giat3084/ progModernisasiAlmasusSarprasPolri/ SP4/ S$4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

c) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri melalui LPSE sesuai 

peraturan yang berlaku; 

 (giat4331/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP4/ SS4/ IKP4/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

d) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan 

jasapemerintah;  

 (giat3100,4341/progModernisasiAlmasusSarprasPolri,Profesi 

onalismeSDMPolri/SP4/SS3/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

e) Opini BPK atas Laporan Keuangan Polda Sumsel; 

 (giat3071/progDukma/SP4/SS5/IKP7/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 



62 

 

 

6) penyempumaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek 

serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan : 

a) pemenuhan satu kecamatan satu Polsek/Polsubsektor secara 

bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk harkamtibmas 

pada daerah tertentu; 

(giat5054/progDukma/SP6/SS5/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi 

Kamtibmas dan perkembangannya; 

(giat5054/progDukma/SP6/SS5/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

 

7) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja ; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) lmplementasi Aplikasi Sistem manajemen Kinerja; 

(giat3071/progDukma/SP4/SS3/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

b) peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja; 

 (giat5051/progDukma/SP4/SS3/ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

c) penerapan reward and punishment di Satuan Kerja; 

(giat3091/ prog3/ SP4/ SS3/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

d) menyempurnakan standar penilaian kompetensi 

serta meningkatkan "Sistem Reward and Punishment"; 

 (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3 /IKP1/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

e) membangun system penilaian kompetensi Polri yang  komprehensif 

melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan  evaluasi guna 

mendukung "program manajemen talenta"; 

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

f) mengitegrasikan Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP; 

 (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP1/ 

ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 

g) memperbanyak jumlah Assessor Sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan 

Polsus; 

 (giat3100,5076/ progDukma,ProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ 

 SS3 /IKP1/ ProgQuickWins,prog1,2,3,4,5,6,7,8); 
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8) peningkatan kualitas pelayanan publik Polda Sumsel melalui 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri; 

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan: 

a) menyelenggarakan bimbingan dan asistensi kepada unit penyelenggara 

pelayanan publik di seluruh jajaran Polda Sumsel; 

 (giat5053/progDukma/SP6/SS5/ ProgQuickWins,prog7); 

b) pelaksanaan inovasi pelayanan publik; 

 (giat5053/progHarkamtibmas/SP6/SS5/1KP6/ProgQuickWins,prog7); 

c) peningkatan nilai AKIP Polda Sumsel secara bertahap dan 

berkelanjutan; 

 (giat3087/progDukma/SP6/SS5/IKP5/ ProgQuickWins,prog7); 

d) melanjutkan penguatan tata kelola Kepolisian pada tujuh prinsip bidang 

kompetensi keadilan perilaku efektivitas transparan responsif dan 

akuntabilitas melalui sistem penilaian lndeks Tata Kelola (ITK) Polri 

berbasis web dan mobile secara online (ITK-O tingkat Polres/Polrestabes 

dan Satker Polda); 

 (giat5052/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP6/ ProgQuickWins, prog7). 

 

 

2. PROGRAM KEGIATAN, DAN PAGU INDIKATIF 2024 

     

Program Kegiatan polres OKU Tahun 2024 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk 

mendapatkan hasil guna dan mencapai sasaran tertentu dan merupakan tindakan nyata dalam jangka 

waktu tertentu yang dilakukan oleh Polres OKU beserta jajaranya sesuai kebijakan yang telah 

ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.  

 

a) Program Dukungan Manajemen  dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri. 

 

1).  Tujuan 

 Menyelenggarakan fungsi manajemen yang berintegritas dan berpihak pada perlindungan dan 

masyarakat melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan serta 

pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegritas antara 

Mabes Polri dan kewilayahan.  
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2). Kegiatan 

a) pelayanan administrasi keuangan Polri. 

b) penyelenggaraan teknologi informasi. 

c) pelayanan kesehatan Polri. 

d) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri. 

e) penyusunan kebijakan Polri. 

f) manajemen anggaran. 

 

b) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Polri  

 

1) Tujuan  

Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana  dan 

prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.  

2) Kegiatan  

a) pengembangan peralatan Polri. 

b) dukungan manajemen dan teknik sarpras. 

c) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri. 

 

c) Program Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri 

 

1).  Tujuan : 

 Mewujudkan aparat Polri yang profesional, proporsional dan akuntabel sebagai implementasi 

reformasi polri khususnya perubahan kultur. 

2).  Kegiatan :  

a) dukungan manajemen dan teknis pengawasan umum dan pemuliaan profesi dan 

pengamanan. 

b) pertanggungjawaban profesi. 

c) penyelenggaraan pengamanan internal Polri. 

d) penegakan tata tertib dan disiplin Polri. 

e) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan.  

 

d) Program  pengembangan Strategi keamanan dan Ketertiban. 

 

1).   Tujuan 
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 Mewujudkan langkah-langkah strategis, mulai dari mencegah suatu potensi gangguan 

keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab 

kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi 

sehingga gangguan kamtibmas menurun.  

 

2).  Kegiatan 

a).   Dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban. 

b).  Analisis keamanan. 

c). Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik. 

d). Penyelenggara strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi. 

e)  Penyelenggara strategi keamanan dan ketertiban bidang seni budaya. 

f). Penyelenggara strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara. 

 

e) Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.  

 

1) Tujuan 

 

Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong kerja sama dengan 

kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas kepolisian dalam 

menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing).  

 

2).  Kegiatan 

 

a).  dukungan manajemen dan teknis potensi keamanan. 

b). Pembinaan Potensi keamanan. 

 

f) Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 

1).  Tujuan 

 

Mewujudkan dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu 

melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup 

yang bebas dari bahaya, ancamanan dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian 

serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud.  
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2).  Kegiatan 

a). Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 

b). Pembinaan pelayanan fungsi sabhara. 

c). Penyelenggaraan pengamanan objek vital  

d). Pembinaan teknis fungsi lalu lintas  

e). Pengendalian operasi kepolisian 

 

g) Program Penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana 

 

1). Tujuan 

 Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan (Kejahatan 

konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan 

terhadap kekayaan Negara) tanpa melangar HAM. 

 

2).  Kegiatan 

 

a) Penyelenggara laboratorium forensik  

b) Penindakan tindak pidana umum. 

c) Penindakan tindak pidana narkoba 

d) Tindak pidana ekonomi khusus 

e) Tindak pidana Korupsi 

f) Tindak Pidana Tertentu 

g) Koordinasi dan pengawasan PPNS 

 

h) Program Pengembangan hukum Kepolisian 

 

 1).  Tujuan 

 Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membagun landasan hukum dalam 

rangka pelaksanaan tugas pokok polri selaku pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, 

memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakan hukum. 

2).   Kegiatan 

Pemberian bantuan hukum kepada institusi, pegawai negeri pada polri dan keluarga 
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3. PAGU INDIKATIF TA. 2024 

 

Alokasi Pagu Indikatif  Polres Ogan Komering Ulu TA.2023 sebesar Rp.73.261.599.000 (Tujuh 

puluh tiga miliyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) 

dengan perincian sebagai berikut. 

 

a. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp.3.915.199..000,- (Tiga miliyar Sembilan 

ratus lima belas juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). 

1) 3142  Penindakan tindak pidana umum Rp.2.783.641.000,- 

2) 3144  Penindakan tindak pidana Narkoba Rp.595.395.000,- 

3) 3145  Penindakan tindak pidana ekonomi khusus Rp.52.445.000,-  

4) 3146  Penindakan tindak pidana korupsi Rp.174.398.000,-  

5) 3151 Penindakan tindak pidana Siber Rp.44.217.000,-  

6) 4343  Penindakan tindak pidana Lalu Lintas Rp.182.086.000,-  

7) 5083  Penindakan tindak pidana korupsi Rp.83.017,000,-  

 

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri  

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri Rp. 

5.003.936.000,- (Lima miliyar tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) meliputi : 

1) 5059  Dukungan manajemen dan Teknik sarpras Rp. 5.003.936.000,- 

 

c. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 

Program pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Rp.9.189.522.000,- 

(Sembilan miliyar seratus delapan puluh sembilan lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut :  

1) 3112  Analisis Keamanan Rp.255.432.000,-  

2) 3114 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban BIdang Politik 

Rp.128.474.000,- 

3) 3115  Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban BIdang Ekonomi 

Rp.160.315.000,- 

4) 3116  Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban BIdang Sosial Budaya 

Rp.160.315.000,- 

5) 3117  Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban BIdang Keamanan Negara 

Rp.225.355.000,- 
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6) 3128 Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat Rp.3.244.780.000,- 

7) 3130 Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Rp.571.856.000.,- 

8) 3133 Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang 

Lantas Rp.720.192.000,- 

9) 5076 Pembinaan Potensi Keamanan Rp.1.960.186.000,- 

10) 5079 Pembinaan Operasi Kepolisian Rp.1.338.240.000,- 

11) 5080 Pengendalian Operasi Kepolisian Rp.424.377.000,- 

 

d. Program Dukungan Manajemen 

 

Program Dukungan Manajemen Rp.55.532.493.000,- (Lima puluh lima miliyar lima ratus tiga 

puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). 

1) 3070  Penerangan Masyarakat Rp. 87.489.000,-  

2) 3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Rp.55.355.339.000,- 

3) 3088 Pertanggungjawaban Profesi Rp.22.000.000,- 

4) 3089 Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri Rp.32.015.000,- 

5) 3091  Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Rp.11.910.000,- 

6) 3154 Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum Rp.8.450.000,- 

7) 3155 Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Rp.10.140.000,- 

8) 5054 Manajemen Anggaran Rp.5.150.000,- 

 

3) PENUTUP 

 

Demikian rencana kerja dan anggaran Polres OKU T.A 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan Polres OKU TA. 2024 

 

 

Baturaja, 24 Agustus  2023 

KEPALA KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU 

 

 

ARIF HARSONO, S.I.K., M.H. 

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 80120888 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DAERAH SUMATERA SELATAN  

RESOR OGAN KOMERING ULU  

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA KERJA POLRES OGAN KOMERING ULU 

T.A. 2024 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATURAJA, 24 AGUSTUS 2023 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DAERAH SUMATERA SELATAN  

RESOR OGAN KOMERING ULU  

 

RENCANA KERJA TAHUN ( RKT ) POLRES OKU T.A 2024 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET KET 

1 2 3 4 5 

 Terwujudnya keamanan dan 

ketertiban Kabupaten OKU 

Indeks Keamanan dan Ketertiban 

Kabupaten OKU 
3,3 

 

1. Terwujudnya pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban 

masyarakat di daerah hukum 

Polres OKU 

Indeks Harkammtibmas 64 

 

2. Terwujudnya penegakkan hukum 

secara berkeadilan di daerah 

hukum Polres OKU 

Indeks Penegakkan Hukum 64 

 

3. SDM Polres OKU yang 

profesional  

Persentase peningkatan kemampuan 

personil Polres OKU yang 
5 

 

Persentase penyelesaian perkara 

pelanggaran disiplin 
54 

 

Persentase penyelesaian pelanggaran 

Etika dan Profesi Polri 
57 

 

4. Modernisasi sarana dan 

prasarana teknologi terkini di 

jajaran Polda Sumsel 

Persentase Pendistribusian alat 

komunikasi Polres dan jajaran 96 

 

5. Terwujudnya Sistem pengawasan 

yang akuntabel,  Bersih, Terbuka 

dan Melayani di lingkungan Polres 

OKU  

 

Nilai AKIP Polres OKU 
68 
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Persentase jumlah opini positif 

pemberitaan Polres OKU 
90 

 

Persentase penyelesaian 

komplain/pengaduan masyarakat 

terhadap pelayanan Polres OKU 

55 

 

Persentase Penyerapan anggaran 

Polres OKU 
95 

 

 

 

Baturaja, 24 Agustus 2023 

KEPALA KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU 

 

 

ARIF HARSONO, S.I.K., M.H. 

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78071395 
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